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ABSTRAK

PROBLEMATIKA PENGELOLAAN MADRASAH PASCA OTONOMI
DAERAH TAHUN 1999 (Studi Kasus di Kabupaten Tasikmalaya ).
Drs. Rohman, 03913066

Madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang selama
ini dikelola sepenuhnya oleh Departemen Agama. Namun, setelah terbitnya UU
Otonomi Daerah Tahun 1999, pengelolaan madrasah di daerah mengalami
problematika. Hal itu sebagaimana kasus yang terjadi di Kabupaten
Tasikmalaya, dimana Depdiknas dan Pemerintah Daerah turut mewarnai
pengelolaan pendidikan madrasah, dan terkesan kurang menyenangkan
Departemen Agama setempat, terutama dalam hal penerapan kebijakan daerah
dalam pengelolaan madrasah. Karena belum ada payung hukum yang jelas.

Dengan alasan itulah, maka-studi ini-dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui problematika pengelolaan madrasah pasca otonomi daerah tahun
1999 di Kabupaten Tasikmalaya.

Tulisan ini beranjak dari pentikitan babhwa masalah keagamaan, termasuk
pendidikan madrasah, sebagaimana diatur oleh UU Nomor 22/1999 adalah
salah satu bidang yang tidak diotonomikan, sehingga pengelolaan sepenuhnya
seharusnya menjadi tanggung |“jawab ““Departemen Agama. Sedangkan
Pemerintah Daerah dan Depdiknas bersifat membantu.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) berupa studi
kasus. Metode yang digunakan adalah-deskriptif,; Data penelitian bersumber dari
dinas instansi terkait, yaitu: Departemen Agama, ‘Dinas ‘Pendidikan Nasional,
sub. Bagian Kesra Setda Kabupaten Tasikmalaya, dan para Kepala Madrasah.
Pengumpulan data utama dilakukan- /déngan ‘cara wawancara. Hasilnya
dianalisis dengan cara analisis data-kupalitatif- dengan, langkah-langkah: telaah
data, reduksi data, kategorisasi, dan penafsiran-data.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa sebelum
diberlakukannya UU Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten
Tasikmalaya, pengelolaan madrasah sepenuhnya oleh Departemen Agama,
mulai dari pengelolaan kurikulum, pengadaan guru-guru, pengadaan sarana dan
prasarana, hingga penggajian. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya terhadap madrasah setelah terbitnya UU Otonomi Daerah
mencakup tiga hal, yaitu: pengadaan sarana prasarana, pengadaan guru honorer
madrasah, dan pemberian subsidi anggaran honor guru bantu. Hambatan yang
dihadapi dalam pengelolaan madrasah pasca otonomi daerah tahun 1999 di
antaranya adalah terbatsnya anggaran dan belum oftimalnya good will dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang pengelolaan pendidikan
madrasah, sehingga terkesan kurang menyenangkan Departemen Agama dalam
menerapkan kebijakannya.
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ABSTRACT

PROBLEMATIKA OF AUTONOMOUS MANAGEMENT MADRASAH PASCA
AREA AUTONOMY YEAR 1999 (Case Study in Regency Tasikmalaya). Drs.
Rohman; NIM. (13913066.

Madrasah represent one of institute of Islam education which during the time
managed full by Religion Department. But, after publishing of Autonomous UU Area
Aoutonomy Year 1999, management madrasah in area experience of the problematika.
At one side, madrasah represent the religion education becoming integral part religious
area so that is not autonomous, but on the other hand education madrasah represent the
part of educational which must autonomy. That\matter as case that happened in
Regency Tasikmalaya, whereabout Dépdiknas and, Local Government have a hand in
manage the education madrasah,|and sdimpress-less entangle the local Religion
Department, especially in the case of|applying ofiaréa |policy in pengelolaam madrasah.

With the reason of that's, hencecthissstudy is‘done conducted as a mean to know
the problematika of autonomous management madrasah pasca area outonomy year 1999
in Regency Tasikmalaya.

This article bolt from opinion that/ religious problem, inclusive of education
madrasah, as arranged by UU Number 2271999 is one of area which is not
autonomous, so that full management ought to become the Departmental responsibility
of Religion. While Localj Goverfitdentmiifiistrant@d Depdiknds.

This research represent the field research'inthe form of case study . Method used
by is descriptive. Research data stentfrom onrduty rélated/relevant institution, that is:
Religion Department, On Duty National-Education, Sub. Shares of Kesra Setda of
Regency Tasikmalaya, and, jali-, Head, Madrasah. »Especial Data collecting
done/conducted by interview! Ifs result.is'analysed by’data-analysis qualitative with the
stages;steps: analyze the data, reduce the data, categorize, and data interpretation.

Pursuant to research result obtained by conclusion that before goning into effect of
UU Area Autonomous of Number 22 Year 1999 in Regency Tasikmalaya, full education
madrasah management reside in the Departmental hand of Religion of Regency
Tasikmalaya, start from management curriculum, teachers levying, levying of medium
and pra-medium, till remuneration. Policy of Local Government of Regency
Tasikmalaya to education madrasah after publishing of Autonomous UU of Area
include;cover the three things, that is: policy of levying of medium-pramedium, levying
policy learn the honorer madrasah, and policy of budget subsidizing for honourable of
assistive teacher. Resistance faced in autonomous management madrasah pasca of year
area 1999 among other things is the limited budget and not yet its his optimal is good
will from Local Government of Regency Tasikmalaya of about management of
education madrasah.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh berkembang di
Indonesia adalah pendidikan madrasah. kehadiran pendidikan madrasah di
Indonesia menjadi penting dalam kerangka perkembangan pendidikan Islam
secara umum. Sebab, inti kehadiran madrasah menurut Muhaimin dan Abdul
Mujib, salah satunya adalah sebagai upaya untuk menjembatani antara sistem
pendidikan tradisional yang dilakukan“olelr pesantren dan sistem pendidikan
modern dari hasil akulturasi dengan sistem pendicikan Barat.

Eksistensi pendidikan madrasah/di’ indonesia semakin kuat, terutama
setelah keluarnya Undang-Undang-—Nomodr. 2 “Tahtin <1989 tentang Sistem
Pendidikan Nasional. Berdasarkdn-Undapng.Undang ini pendidikan di Indonesia
dilaksanakan secara semesta, menyeluruh,-dan-terpddu. Semesta dalam arti
terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah negara. Kemudian
menyeluruh dalam arti mencakup semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
Serta terpadu dalam arti adanya saling keterkaitan antara pendidikan nasional

dengan seluruh usaha pembangunan nasional.

' Muhaimin dan Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam, Cet. | {Bandung: Trigenda
Karya, 1993), hal. 305.



2

Pcngelolaan madrasah di Indonesia hingga saat ini ditangani olch dua
departemen, yaitu Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional.
Kondisi ini semakin dirasakan di daerah, terutama dengan keluarnya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daecrah. Scbagaimana
diketahui dalam Undang-Undang Otonomi Daerah, khususnya Bab IV Pasal 7
yang menegaskan tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Padahal
dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah ditegaskan mengenai
pembagian kewenangan antara Pemerintah-Pusat dengan Pemerintah Daerah.
Beberapa bidang seperti politik lyar neferi, pertahanan keamanan, peradilan,
moneter dan fiskal, serta agama, menjadi kewenangan Pemerintah Pusat,
sedangkan bidang-bidang lainnya termasuk Ppendidikan diserahkan kepada
Pemerintah Daerah.

Namun dalam kaitannya\/defigan< péengelolaan\ peéndidikan madrasah,
kecenderungannya pihak Departenien Pendidikan\Nasional ataupun Pemerintah
Daerah turut serta dalam pengelolaannya; bahkan lebth dominan dibandingkan
dengan Departemen Agama. Hal ini terlihat dari penetapan kebijakan anggaran
olch Pemerintah Dacrah Tingkat II terhadap pendidikan madrasah. Inilah yang
kelihatannya menjadi problematika yang dihadapi oleh pengelola madrasah.
Pada satu sisi, secara administratif pengelolaan madrasah berada di bawah
naungan Departemen Agama, akan tetapi dalam hal penetapan anggaran

sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
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Fenomena dilematik yang terjadi  dalam  pengelolaan madrasah
sebagaimana diuraikan di atas kiranya sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut,
apalagi bila penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang
memiliki visi religius Islam, di mana pengembangan madrasah merupakan salah
satu fokus pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah
sebagaimana digariskan dalam Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2001-2010 yang menetapkan bahwa pengembangan
madrasah sebagai program unggulan pemerintah setempat.

Berdasarkan latar belakang di' atas kirahya penelitian ini semakin menarik
dan penting untuk dilakukan, terutamaydalam“upaya mencari solusi yang tepat
dalam pengelolaan madrasah antara/Pemerintah Daerah di satu sisi dan
Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya pada sisi lain. Untuk menjawab
persoalan-persoalan yang ‘berkembang;\mgka yang, aienjadi tema pokok
penelitian adalah: “PROBLEMATIKA-\PENGELOLAAN MADRASAH
PASCA OTONOMI DAERAH.,TAHUNTIO99 (Studi Kasus di Kabupaten

Tasikmalaya).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi
pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana kebijakan dan pelaksanaan otonomi daerah terhadap madrasah

yang tidak termasuk sistem otonomi dacrah (sentralistik Depag)?
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2. Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang

bantuan sarana prasarana pendidikan madrasah setelah terbitnya Undang-
Undang Otonomi Daerah Nomor 22/19997

Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang
bantuan keuangan pendidikan madrasah setelah terbitnya Undang-Undang
Otonomi Daerah Nomor 22/1999?

Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang
bantuan ketenagaan pendidikan-madrasah-setelah terbitnya Undang-Undang
Otonomi Daerah Nomor 22/1999?

Dari keempat pertanyaan penelitiansebagaimana tersebut di atas, maka

yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Bagaimana perkembangan madrasah di Kabupaten Tasikmalaya sebelum
terbitnya UU Nomor 22'Tlahun 1999 tentang QtonemiDaerah?

Bagaimana kebijakan Pemeérintah—\Kabupaten Tasikmalaya dalam
pengelolaan madrasah setelah’ terbitnya U Nomer 22 Tahun 1999 tentang
Otonomi Daerah?

Hambatan-hambatan apa yang dirasakan dalam pengelolaan madrasah di
Kabupaten Tasikmalaya setelah terbitnya UU Nomor 22 Tahun 1999

tentang Otonomi Daerah?
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Untuk mengetahui perkembangan madrasah di Kabupaten Tasikmalaya
sebelum terbitnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam
pengelolaan madrasah setelah terbitnya-UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Otonomi Daerah.

Untuk mengetahui hambatan:hambatan yang dirasakan dalam pengelolaan
madrasah di Kabupaten Tasikmalaya setelah|terbitnya UU Nomor 22 Tahun

1999 tentang Otonomt Daerah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian. ini di antaranya adalah sebagai

berikut:

1.

Bagi kalangan akademisi, terutama Program Pascasarjana (S-2) Magister
Studi Islam UIl Yogyakarta, hasil penelitian ini dapat memberikan
kontribusi positif dalam pengembangan khazanah kepustakaan Imu
Pendidikan Islam, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan otonomi
daerah mengenai pengelolaan pendidikan madrasah.

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Departemen Agama
ataupun Departemen Pendidikan Nasional, dan para pengelola madrasah,

hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan ruyjukan dalam menentukan
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kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan madrasah
dalam kerangka otonomi daerah.

3. Bagi penulis, hasil penelitian ini dijadikan sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar Magister Studi Islam pada Program Pascasarjana MSI UIl

Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Langkah awal yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah
melakukan eksplorasi terhadap berbagai sumber yang berkaitan dengan tesis ini.
Penelitan tentang Problematika Pengelolaan Madrasah Pasca Otonomi Daerah
Tahun 1999 (Studi Kasus di Kabupaten Tasikmalaya) yang pernah dilakukan
oleh orang lain yang penulis ketahui(sampdifsadt ini secara spesifik belum ada.
Namun, ada beberapa tulisan sebelumnya yang mempunyai makna dan tujuan
yang hampir sama, misalnya artikel.yang ditulis Fuad Facruddin (1999), Direktur
Institut for Educational  Research. (IER)..Jakarta,, yang sekaligus sebagai
Konsultan untuk Proyck Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar (BEP Departemen
Agama RI).

Dalam tulisannya yang berjudul Madrasah dan Otonomi Daerah: Sebuah
Telaah Awal, sebagaimana termuat dalam majalah “Jurnal Komuniklasi Dunia

Perguruan Madrasah” edisi Januari 1999, Fuad Facruddin menegaskan bahwa
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opsi pengelolaan madrasah dalam kerangka otonomi daerah dapat dilakukan
dengan dua cara, yaitu sentralisasi atau otonomi’

Dengan sentralisasi, Departemen Agama dapat secara langsung
menyelenggarakan pembinaan dan mengendalikan madrasah-madrasah di
seluruh wilayah Indonesia, terutama madrasah-madrasah negeri. Artinya,
Departemen Agama memandang bahwa madrasah berada dalam kategori bidang
agama sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 1999. Oleh karena itu
sumber dana yang dikucurkan untuk melakukan pembinaan secara langsung
dikelola oleh pusat, sedangkan daerah ménjadi pelaksana kebijakan dan program
pusat. Dengan pendekatan ini, madrasalrneger: khususnya akan menanggung
beban berupa program-program yang secaza politis menjadi kepentingan pusat
atau wilayah. Pusat dapat menentukan jenis-jenis program dan target yang mesti
dicapai oleh masing-masing madrasah dalam.berbagai‘tingkatan.

Jenis pengelolaan madrasah~yang kedua/terutama madrasah swasta adalah
dengan cara otonomi. Artnya,.pengelolaan.madrasah diserahkan sepenuhnya
kepada pemerintah daerah tingkat II. Hal ini tentu saja sejalan dengan apa yang
dimaksudkan dalam pasal 7 UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang kewenangan
dalam penanganan bidang pendiidkan oleh pemerintah daerah tingkat II.

Kedua cara dalam pengelolaan madrasah dalam kerangka otonomi daerah

sebagaimana tersebut di atas, pada dasarnya mengisyaratkan bahwa dalam

? Fuad Facruddin, Madrasah dan Otonomi Daerah: Sebuah Telaah Awal Vol. 2, Nomor
4, “Jurnal Madrasah”, Januari 1999, hal. 31.
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pengembangan madrasah ke depan diperlukan sumber daya insani dan supra
struktur dari madrasah yang memadai serta komitmen yang jelas terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, kemampuan sumber
daya insani madrasah untuk menyerap kebutuhan dan memahami persoalan
yang berkembang serta menetapkan pilthan program bersama masyarakat
merupakan prasyarat yang akan mendorong madrasah dapat berkembang. Juga
kemampuan serupa dari pihak suprastruktur (instansi-instansi yang terkait
dengan penyelenggaraan pendidikan madrasah) seperti Departemen Agama,
Pemerintah Daerah dan Depdiknas, mertipakan kondisi yang harus diwujudkan
untuk menjamin kesinambungan.komitmen “terhadap peraturan perundang-
undangan. Kelenturan birokrasi dalam’memberikan layanan terhadap lembaga
pendidikan madrasah dan sikap enrerprenurial dikalangan pengelola madrasah
yang ada dalam suprastruktur merupakam faktor yang/sangad kontributif terhadap
penciptaan mutu pendidikan madrasah ke/depan,

Tulisan lalinnya yang berkaitan |dengan.iadrasah adalah seperti yang
ditulis oleh Maksum (1999) dengan judul: Madrasah: Sejarah &
Perkembangannya. Menurutnya, madrasah merupakan lembaga pendidikan
Islam alternatif setelah pendidikan pesantren. Perkembangan madrasah di
Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan perubahan kebijakan

Pemerintah.
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Tulisan lain tentang madrasah adalah sebagaimana ditulis oleh Karel A.
Steenbrink (1994) tentang Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam
dalam Kurun Modern.  Dalam tulisan tersebut Karel A. Steenbrink
membandingkan antara sistem pendidikan madrasah dengan pesantren dan
sekolah. Menurutnya, pendidikan madrasah merupakan kelanjutan dari sistem
pendidikan pesantren yang lebih modern.

Dari berbagai macam tulisan yang penulis telusuri secara terbatas tersebut,
maka dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian yang dilakukan berkaitan
dengan problematika pengelolaan madrasah pasca otonomi daerah tahun 1999 di
Kabupaten Tasikmalaya memiliki perbedaan pénekanan dalam aspek kajiannya.
Dalam penelitian ini kajian tentang problematika pengelolaan madrasah pasca
otonomi daerah ditekankan pada aspék kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten
dalam pengelolaannya'yang di dalamnya mencakup: Kebijakan pengadaan sarana
prasarana madrasah, kebijakan reKruitmén'guru‘guru madrasah, dan kebijakan
anggaran. Dengan demikian‘penelitian ini memiliki-perbedaan yang signifikan

dengan penelitian-penelitian atau tulisan-tulisan terdahulu.

E. Kerangka Teori

Dalam perkembangan tiga dekade terakhir, pendidikan Islam khususnya
madrasah, nampak memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap
pendidikan Indonesia. Bahkan sejak pemerintahan Orde Baru, eksistensi

madrasah semakin menunjukkan kekuatannya. Hal ini sebagaimana dikatakan
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oleh Maksum® bahwa kebijakan pemerintahan Orde Baru mengenai pendidikan
agama, termasuk madrasah, bersifat positif dan konstruktif, khususnya dalam
dua dekade terakhir 1980-an sampai 1990-an. Pemerintahan Orde Baru
memandang bahwa lembaga pendidikan madrasah itu harus dikembangkan
dalam rangka pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan.
Kebijakan seperti ini secara lebih kuat tercermin dalam komitmen Orde Baru
untuk menyelenggarakan pendidikan agama sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Sistem Pendiuidkan Nasional.

Kebijakan pemerintah dalam bidangpendidikan juga memberikan dampak
yang cukup berarti pada perkembangampendidikan agama di Indonesia. Hal in:
dengan sendirinya mendorong lahirnya/intelektual dari kalangan santri. Dalam
konteks ini, kaum muslimin yang masih berkonsentrasi pada keilmuan Islam
dapat memanfaatkan madrasah‘yang diselenggarakati-secara modern. Melalui
lembaga-lembaga ini, kaum muslihin.dibekalivfidak saja wawasan keagamaan
tetapt juga sejumlah keterampilan_/adminiStzasi’ dan manajemen sehingga
membuka peluang bagi mereka untuk terlibat dalam pengelolaan negara,
khususnya dalam lingkup Departemen Agama.

Pada perkembangan berikutnya eksistensi madrasah semakin kuat. Pada
tanggal 18 April 1972 pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan

Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggunng Jawab Fungsional

> Maksum, Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya, Cet. T (Jakarta: Logos, 1999), hal.
131,
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Pendidikan dan Latihan. Isi keputusan ini pada intinya menyangkut tiga hal

sebagai berikut:
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab
atas pembinaan pendidikan umum dan kejuruan.
2. Menteri Tenaga Kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan
latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja bukan pegawai negeri.
3. Ketua Lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab
atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri.*
Bagi Departemen Agama yang mengelola pendidikan Islam, termasuk
madrasah, Keputusan ini menimbulkan masalah. Dalam Tap MPRS Nomor 27
Tahun 1966 dinyatakan bahwa agama merupakan salah satu unsur mutlak dalam
pencapaian tujuan nasional. Selaimity, dalam Tap MPRS Nomor 2 Tahun 1960
ditegaskan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan otonom di bawah
pengawasan Menteri Agama. Berdasarkan/{ketentuan ini, maka Departemen
Agama menyelenggarakan pendidikan_madrasah tidak, saja yang bersifat
keagamaan dan umum, tetapi juga, yang, bersifat kejuruan. Dengan adanya
Keppres Nomor 34 Tahun 1972 dan Inpres. Nomor 15 Tahun 1974 itu
penyelenggaraan pendidikan umum dan kejuruan menjadi sepenuhnya berada di
bawah tanggung jawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Secara
implisit ketentuan ini mengharuskan diserahkannya penyelenggaraan pendidikan
madrasah kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kebijakan seperti itu tentu saja dianggap merugikan ummat Islam. Oleh

karena itu, timbullah reaksi dari ummat Islam terhadap kebijakan yang tidak

* Maksum, /bid, hal. 146.
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menguntungkan tersebut. Atas reaksi itulah maka pada tahun 1975 dikeluarkan
Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri mengenai Peningkatan Mutu
Pendiidkan pada Madrasah. Dalam SKB itu masing-masing Kementerian
Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Dalam
Negeri memikul tanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan
pendidikan madrasah.

Kelahiran SKB Tiga Menteri memang antara lain untuk mengatasi
kekhawatiran ummat Islam akan dihapuskannya sistem pendidikan madrasah
sebagai konsekuensi dari Kepres Nomef |34 Tahun 1972 dan Inpres Nomor 15
Tahun 1974. Inti keputusan dari dari'SKB:Tiga Menteri tersebut adalah sebagai
berikut:

1. Pembinaan pendidikan "¢mum  adalah tanggung jawab Menteri
Pendidikan dan Kebuddyaan, sedafigkan tangging jawab pendidikan
agama menjadi tanggung jawab/Menteri \‘Agama.

2. Untuk pelaksanaan Keppres. Nomor 34 Tahun, 1972 dan Inpres Nomor
15 Tahun 1974 dengan sebaik-baiknya perlu ada kerja sama antara
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Dalam Negeri
dan Departemen Agama.

Dengan keluarnya petunjuk pelaksanaan tersebut, ketegangan antara

pendidikan agama dengan pendidikan nasional memang dapat diatasi. Petunjuk

pelaksanaan itu mengandung perbedaan yang cukup mendasar dengan Keppres
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dan Inpres, di mana di situ dengan tegas dinyatakan bahwa hak dan tanggung
jawab pengelolaan pendidikan agama tetap berada pada Departemen Agama.
Dengan demikian, Juknis telah memberikan sebuah mode solusi yang di satu sisi
memberikan pengakuan eksistensi pendidikan Islam, termasuk madrasah dan
TAIN, dan penegasan bahwa pengelolaannya tetap di tangan Departemen
Agama, namun di sisi lain tetap memberikan kepastian akan berlanjutnya usaha
yang mengarah pada pembentukan sistem pendidikan nasional yang integratif.

Dalam konteks di atas, sejumlah-diktum dalam SKB Tiga Mentern yang
memperkuat posisi madrasah lebih ditegaskan lagi dengan memerinci bagian-
bagian yang menunjukkan kesetaraan"madrasah dengan sekolah. Dalam Bab 1
pasal | ayat (2) misalnya dinyatakan bahwa madrasah itu meliputi tiga tingkatan,
yaitu: Madrasah Ibtidaiyah yang setingkat dengan Sekolah Dasar, Madrasah
Tsanawiyah yang setingkat dengan Sc¢kolah.Menengah\Pertama, dan Madrasah
Aliyah yang setingkat dengan!Sekolah/Menengah Atas. Kemudian, ijazah
madrasah dapat mempunyai hilaiyang sama.dengan‘yazah sekolah umum yang
setingkat. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat
lebih atas. Dan siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang
sctingkat.

Selanjutnya, dalam SKB Tiga Menteri itu juga ditegaskan mengenai
pengelolaan dan pembinaan. Dalam keputusan tersebut ditegaskan bahwa

pengelolaan madrasah dilakukan oleh Menteri Agama. Kemudian, pembinaan
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mata pelajaran agama pada madrasah dilakukan oleh Menteri Agama, dan
pembinaan serta pengawasan mutu mata pelajaran umum pada madrasah
dilakukan oleh Menteri Pendiidkan dan Kebudayaan bersama-sama dengan
Menteri Agama dan Menteri Dalam Neger1.

SKB Tiga Menteri ini juga dapat dipandang sebagai pengakuan yang lebih
nyata terhadap eksistensi madrasah dan sekaligus merupakan langkah strategis
menuju tahapan integrasi madrasah ke dalam Sistem Pendidikan Nasional yang
tuntas. Dengan SKB tersebut, madrasah-memperoleh definisinya yang semakin
jelas sebagai lembaga pendidikah vyafig sefara dengan sekolah sekalipun
pengelolaannya tetap berada pada “IDepattemen Agama. Dalam hal ini,
madrasah tidak lagi hanya dipandang sebagai“lembaga pendidikan keagamaan
atau lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai
mata pelajaran dasar yang sekurang-Kirangnya 30%/di saimping mata pelaiaran
umum.

Kemudian dalam perkembangan’berikutnya) eksistensi madrasah semakin
kuat. Pada akhir dekade 1980-an dunia pendidikan madrasah memasuki era
integrasi karena lahirnya UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional. Berbeda dengan Undang-Undang kependidikan sebelumnya, Undang-
Undang ini mencakup ketentuan tentang semua jalur dan jenis pendidikan. Jika
pada Undang-Undang sebelumnya pendidikan nasional bertumpu pada sekolah,

maka dalam UUSPN ini pendiidkan nasional mencakup jalur sekolah dan luar
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sekolah, serta meliputi jenis-jenis pendidikan akademik, pendidikan profesional,
pendidikan kejuruan, dan pendidikan keagamaan. Meskipun secara eksplisit
tidak mengatur secara khusus tentang pendidikan Islam, tetapi dalam prakteknya
memberikan ketentuan-ketentuan baru mengenai jenis dan kurikulum pendidikan
Islam, khususnya pendidikan madrasah.

Posisi integrasi pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional
tercermin dalam beberapa aspek. Pertama, merupakan aspek yang paling
penting bahwa pendidikan nasional-menjadikan pendidikan agama sebagai salah
satu muatan wajib dalam semua jalur damjenis-pendidikan. Kebijakan ini tentu
sangat berarti dalam proses integrasi“pendidikan secara nasional karena telah
meyakinkan khususnya kaum mauslimin\bahwa Sistem Pendidikan Nasional
tidak bercorak sekuler. Salah satu keraguan kaum muslimin terhadap pendidikan
nasional sebelum i1ni‘adalahl karena status“pendidikan_agama yang kurang
memuaskan, bahkan terkesan diabaikan—\ Dengan ketentuan yutidis bahwa
pendidikan agama merupakan.muatan wajib «dalam-setiap jalur dan jenjang
pendidikan yang membuka wawasan positif di kalangan ummat Islam bahwa
antara sekolah dan madrasah tidak memiliki perbedaan yang prinsip.

Kedua, dalam Sistem Pendidikan Nasional, madrasah dengan sendirinya
dimasukkan ke dalam kategori pendidikan jalur sekolah. Ketiga, meskipun

madrasah diberi status pendidikan jalur sekolah, tetapi sesuai dengan jenis
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keagamaan dalam sistem pendidikan nasional, madrasah memiliki jurusan
khusus ilmu-ilmu syanah.

Integrasi madrasah ke dalam Sistem Pendiidkan Nasional dengan demikian
bukan merupakan integrasi dalam artian penyelenggaraan dan pengelolaan
pendidikan, termasuk madrasah oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
tetapi lebih pada pengakuan yang lebih mantap bahwa madrasah adalah bagian
dari sistem pendidikan nasional walaupun pengelolaannya dilimpahkan pada
Departemen Agama. dengan tetap-mengacu-pada dasar, tujuan, dan kurikulum
pendidikan sebagaimanha diatur® dalam, Undang-Undang secara nasional,
Departemen Agama memiliki kewenangan untuk mempola model dan proses
pendidikan pada semua jenis dan satuan pendidikan keagamaan, termasuk
madrasah, secara kreatif.

Kemudian pada_ tahun \2003" dikeltarkan/Wndang-Undang Sistem
Pendidikan Nasional Nomor 20 yanglebibh disempurnékan lagi. Dalam UUSPN
Nomor 20 Tahun 2003 tersebtit pengakuan terhadap €ksistensi sistem pendidikan
madrasah semakin kuat lagi, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan
tinggi. (Bab VI pasal 13 — 19 UUSPN Nomor 20/2003).

Namun, pada perkembangan era otonomi daerah, terutama setelah
keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Kewenangan Pemerintahan Pusat dan Daerah. Sebagaimana diketahui dalam

UU Nomor 22 tahun 1999, khususnya Bab IV pasal 7 ditegaskan bahwa
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kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Salah satu diktum dalam Undang-
Undang tersebut ditegaskan bahwa masalah agama adalah kewenangan pusat,
scdangkan masalah pendidikan telah didelegasikan kepada pemerintah daerah.
Kenyataan ini tentunya menimbulkan dilema tersendiri terutama apabila
dikaitkan dengan pelaksanaan pendidikan madrasah di daerah. Pada satu sisi
pendidikan madrasah merupakan pendidikan agama yang berada di bawah
pembinaan Departemen Agama karena memang keterkaitannya sangat erat
dengan masalah agama. Akan tetapi-padasisilain, masalah madrasah berkaitan
dengan pendidikan yang sudah |diotodomikan. Bahkan di dalam UUSPN
Nomor 20 Tahun 2003 pasal 10 dan 11%menegaskan tentang hak dan kewajiban
pemerintah dan pemerintah daerah” Dalam.-pasal 10 UUSPN Nomor 20,2003
dinyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan,
membimbing, membantu, /ddn mengawasis pelyelenggaraan pendidikan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan-yang berlaku”. Kemudian dalam pasal
11 ayat (1) dikatakan: “Pemerintah dan' Pemerintdh Daerah wajib memberikan
layanan dan kerhudahan, sertqa menjamin terselenggaranya pendidikan yang
bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Dalam ayat (2) juga
ditegaskan: “Pemerintah dan Pemerintah Daerag wajib menjamin tersedianya
dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia

tujuh sampai dengan lima belas tahun”.
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Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut jelas bahwa
Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan mengelola pendidikan, termasuk
pendidikan agama dan madrasah di daerahnya masing-masing. Kondisi seperti
itu tentu saja mengandung dilematik dan sekaligus problem, terutama bagi
kalangan Departemen Agama tingkat Kabupaten dan Kota. Departemen Agama
Kabupaten/Xota dihadapkan pada dilema pengelolaan dan pembinaan terhadap
pendidikan madrasah. Sementara ini madrasah-madrasah yang dikelola oleh
Departemen Agama seringkali menghadapi, kendala pembiayaan, karena
mengingat pendanaan pendidikan _madrasah masih tersentralistik pada
Pemerintah Pusat dengan konsekuensi“anggaran pendidikan madrasah menyatu
dengan anggaran pembinaan keagamaan secara umum. Oleh karena itu ketika
Departemen Agama bermaksud mengembangkan pendidikan madrasah di
daerah, maka dilema yang dialamfi adalah“apakah pembinaan madrasah tersebut
akan tetap dikelola secara sentralistik /atau \diserahkan sepenuhnya kepada
pemerintah daerah. Masing:masing | pilithan~tentinya mengandung resiko.
Namun yang jelas, apa pun pilihannya, maka pengelolaan dan pembinaan
pendidikan madrasah harus tetap berjalan.
Sebagaimana diketahui bahwa isu otonomi pendidikan bergulir bersamaan
dengan isu-isu otonomi daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar
1945 tentang pembagian wewenang dan tanggung jawab antara pemerintah pusat

dan daerah. Hal ini telah diperkuat oleh UU Nomor 5 Tahun 1974. Undang-
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Undang ini menetapkan pola hubungan antara pemerintah pusat dan
pemerintahan di daerah tingkat II berdasarkan tiga azas otonomi, dekonstruksi
dan pemberian bantuan. Pengaturan semacam ini dimaksudkan agar masing-
masing daerah dapat mengelola diri sendiri dan mengembangkannya sesuai
dengan potensinya. Meskipun demikian pelaksanaan UU Nomor 5/1974 belum
dapat dilaksanakan secara efektif karena tidak ada kesungguhan untuk
menerapkannya. Hal ini dapat dilihat misalnya dari beberapa fenomena yang
muncul dalam penyelenggaraan pembangunan. Misalnya, keseragaman dalam
setting program pembangunan di‘daerah-daerah. Daerah atau level bawah
belum menjadi pemrakarsa dalam “merencanakan program pembangunan.
Batasan tugas antara pusat dan daerah cenderung ke arah dekonstruksi.

Dengan kenyataan seperti itt maka lahirlah Undang-Undang Nomor 22
Tahun 199 tentang Pemerintahan/Dacrah”\Meénurut FjahyaSupriatna®, Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 .memberikan nuansa yang lain dalam
perkembangan otonomi dderah.di‘Indonesia. ~Konsep otonomi daerah yang
dikembangkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan
lompatan yang jauh ke depan. Konsep sentralisasi yang dianut Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1974 benar-benar diganti dengan konsep desentralisasi. Dengan

demikian perubahan-perubahan baik dalam aspek kewenangan, kelembagaan,

* Tjahya Supriatna, Akkuntabilitas Pemerintahan dalam Administrasi Publik, Cet. |
(Bandung; Indra Prahasta, 2000), hal. 94.
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keuangan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang terjadi dalam pemerintahan di
daerah tidak bisa dihindari.

Paradigma Pemerintah Daerah yang akan dikembangkan menuarut Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini bertumpu pada nilai demokratisasi,
pemebrdayaan dan pelayanan, yaitu suatu Pemerintah Daerah yang memiliki
keleluasaan dan pengambilan keputusan yang terbaik dalam kewenangannnya,
untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya dalam mendukung
kualitas pelayanan publik yang diberikannya-kepada masyarakat.

Dipihak lain untuk menciptakandPemerintah yang bersih dan berwibawa
menjadi salah satu tema utama dalam*reformasi dewasa ini maka konsep Good
Governance menjadi bagian yang /tak térpisahkan dalam mereformasi
Pemerintah Daerah. Dalam konsep (Good Governance sendiri terkandung unsur
utama yang tetdiri darl.akuntabilitas (Zccouniability) feransparansi (transfarancy),
keterbukaan (opennes), dan aturan.ukum-Cruleofiaw).

Dalam Undang-Undang [Nomor | 22 [Tahun! 1999 ditegaskan mengenai
pembagian kewenangan antdra pemerintah pusat dan daerah. Bidang politik luar
negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal serta agdma
merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan dan penentuan
kebijakannya. Sedangkan bidang-bidang lainnya termasuk pendidikan menjadi

kewenangan pemerintah daerah.



21
Pengelolaan usaha bidang pendidikan akan diserahkan kepada pemeritah
daerah tingkat II sejalan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999. Otonomi pendidikan merupakan upaya untuk menjadikan lembaga
pendidikan sebagai wadah otonomi yang memberikan layanan pendidikan
kepada masyarakat yang bermutu dan sesuai kebutuhan masyarakat. Otonomi
pendidikan secara mikro lebih dikenal dengan otonomi sekolah, juga sering
disebut dengan desentralisasi pengelolaan sekolah, pengelolaan pendidikan
berdasarkan kebutuhan sekclah/masyarakat, Sekolah-sekolah diberikan
kewenangan yang penuh dalam merancangkebatuhan layanan pendidikan,
Dalam kaitannya dengan aspekppendidikan, maka dengan keluarnya
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999\ tentang otonomi daerah tentu saja
menimbulkan dilema tersendiri bagi para pengelola pendidikan Islam,
khsususnya pendidikan /madrasah [yang nofabene /beérada dibawah naungan
Departemen Agama. Atas dasaratulah.maka/dalam merespon Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 Departemen Agama dihadapkan pada dua pilihan, yaitu:
(a) Bersikeras bahwa pembinaan madrasah secara sentralistik; dan (b)
menyerahkan pembinaan madrasah kepada pemerintah daerah tingkat 1T sebagai
konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah. Pilihan salah satu dati keduanya
mengandung keuntungan dan kerugian.
Apabila Departemen Agama memilih pilihan pertama yaitu sentralisasi,

maka Departemen Agama dapat secara langsung menyelenggarakan pembinaan
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dan mengendalikan madrasah-madrasabh di seluruh wilayah Indonesia.
Penerimaan opsi pertama mengandung makna bahwa Departemen Agama
memandang madrasah berada dalam kategori bidang agama sebagaimana
tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 1999. Sumber dana yang dikucurkan
untuk melakukan pembinaan dapat secara langsung dikelola oleh pusat.
Sedangkan daerah menjadi pelaksana kebijakan dan program pusat. Dengan
pendekatan ini madrasah akan menanggung beban berupa program-program
yang secara politis menjadi kepentingan pusat atau wilayah. Pusat dapat
menentukan jenis-jenis program dan tdfget yang mesti dicapai oleh masing-
masing madrasah dalam berbagai tingkatan:

Menurut Fuad Fachruddinf;® apabila,_Deépartemen Agama memilih opsi
pertama yang berkaitan dengan sentralisasi pendidikan madrasah, maka akan
ada kelemahan-kelemahan di antaranya adalalpsebagai-berikut:

1. Pasal 7 UU Nomor 22 [Fahun.] 999 menégaskan lima bidang yang tetap
sentralistik. Seandainya pilihan pertama diambil, dapat dipastikan
sumber dana untok melakukan —pembinaan dan pengembangan
madrasah berasal dari bidang agama sebagaimana telah berlangsung.
Besar kemungkinan sumber dana yang diterima untuk upaya
peningkatan mutu sangat tidak memadai dibandingkan dengan jumlah
madrasah dan wilayah yang dijangkau.

2. Madrasah dimungkinkan tidak menjadi bagian dari sistem pendidikan
nasional karena berdasarkan UU Nomor 22/1999 tersebut pendidikan
diserahkan ke pemerintah daerah tingkat II. Konsekuensinya, madrasah
tidak akan mendapatkan perhatian atau perlakuan dari pemerintah
daerah.

3. Dengan sistem sentralistik, program direncanakan dan diputuskan oleh

pusat, sedangkan madrasah akan menjadi pelaksana dari pusat. Budaya
akademik yang dikembangkan di sekolah dapat dipengaruhi oleh

® Fachruddin, Op. Cit,, hal. 31.
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keputusan politik dari pusat. Keadaan seperti ini kurang atau bahkan
dapat menghambat kreatifitas para guru dan kepala madrasah.

4. Masyarakat kurang peduli atau bahkan menggantungkan sumber
pendanaan kepada pemerintah, sehingga semangat gotong-royong dan
swadaya masyarakat terhadap pendidikan sedikit banyaknya akan
hilang.

5. Informasi dari bawah (madrasah) ke pusat harus melalui jalur yang
panjang karena harus mengikuti struktur birokrasi.  Karena itu,
persoalan-persoalan di lapangan yang membutubkan penanganan segera
akan memakan waktu yang cukup lama, dan bahkan persoalan dapat
menumpuk.

Kemudian pada pilihan kedua yaitu madrasah sepenuhnya diserahkan
kepada pemerintah daerah tingkat Il juga-mengandung resiko. Pilthan ini tidak
hanya menunjukkan pengakuan. bahwa madrasah merupakan lembaga
pendidikan yang memiliki keunikan. “Lebil dari itu, juga memberikan peluang
munculnya keragaman dalam penye¢lenggaraanpendidikan di Indonesia. Pilihan
ini sejalan dengan yang dimaksudkan dalam pasal 7 UU Nomor 22/1999 tentang
kewenangan dalam penanganan/bidang ‘pendidikan-pada@ pemerintah daerah
tingkat II.

Ada beberapa keuntungan ‘.dengan..pilihan—\otonomi daerah pada
pengelolaan madrasah tersebut dengan syarat kelembagaan yang mengelola
pendidikan dan personel yang kini berada di Kandepag mempunyai distinctive
competence dalam keilmmuan yang diperlukan bagi pengembangan madrasah.
Di samping itu, personel Kandepag juga memiliki profesional leadership skill

yang memadai. Pada sisi lain, personel-personel di pemerintah daerah tingkat I1

juga memiliki kemampuan, pemahaman dan skill tentang pendidikan madrasah
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yang memadai dalam menyahuti tantangan ke depan dan mampu mendengar

dan menyerap aspirasi masyarakat arus bawah.

Adapun keuntungan pengelolaan madrasah secara otonom adalah sebagai

berikut:

1.

Madrasah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, dan dengan
pengakuan tersebut madrasah akan mendapat perlakuan yang sama
dengan sekolah-sekolah lainnya di berbagai tingkatan, terutama dalam
hal pendanaan.

Kepala madrasah dan guru dapat mengembangkan sumber daya yang
ada dan mengembangkan program-program yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.

Iklim akademik dapat/umbuh “~dan| berkembang dengan adanya
kebebasan sekolah dalam méngembangkan program dan sumber.
Masyarakat dapat secara|langsung memberikan saran, kritik serta usulan
kepada kepala sekolah dan'supra struktur sekolah.

. Madrasah dapat mengembangkan ¢lemen-elemen yang ada dalam

masyarakat untuk  kepentingan ” peningkatan mutu  secara
berkesinambungan.

. Fokus pembinaan yang selama ini lebith menekankan pada persoalan

adminsitratif minimal daparditekan®

Namun, jika pilithan kedua‘yahg dipilih, yaitu otonomi radrasah, maka

resiko yang harus diterimaldidnitaranya [adalah sebagai‘berikut:

I.

Departemen Agama pusat kehilangan sasaran binaan kelembagaan
pendidikan. Dengan demikian peran Departemen Agama hanya sebatas
bidang agama seperti haji, ZIS, nikah, cerai dan rujuk dan hubungan
antarumat beragama. Hal ini untuk kepentingan ad hoc kurang
menguntungkan,

. Beberapa tenaga yang baik akan merupakan hasil kegiatan pusat akan

dimanfaatkan oleh pihak lain. Hal ini dapat dipahami sebagai kerugian
apabila dilihat dari konteks ad hoc.

Kehawatiran akan adanya reduksi pendidikan agama di sekolah-sekolah
umum atau pUengurangan peran akan muncul di kalangan umat dan
apabila hal ini ditanggapi secara emosional konflik di masyarakat akan

" Fachruddin, #bid., hal. 32.
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terjadi. Hal ini juga dapat menjadi kenyataan manakala aturan-aturan
yang disepakati tidak dipatuhi oleh semua pihak yang terkait langsung

dengan pelaksanaan pendidikan.®

Jadi dengan demikian, dua pilihan yang berkaitan dengan eksistensi
pengelolaan madrasah sebagaimana tersebut di atas itu mengandung resiko
masing-masing. Namun, terlepas dari hal itu semua, apa pun pilihannya yang
paling penting adalah bagaimana madrasah mampu menciptakan sumber daya
manusia yang memadai, baik di level siswa ataupun level struktur pengelola
lainnya. Kemampuan guru dan Kepala madrasah untuk menyerap kebutuhan
dan memahami persoalan yang berkembang serta menetapkan pilihan program
bersama masyarakat merupakan -prasyarat yang akan mendorong madrasah
dapat berkembang. Juga kemampuan serupa-dari pihak suprastruktur (instansi-
instansi terkait dengan penyelenggaraan pendidikan) merupakan kondisi yang
harus diwujudkan umntuk ‘menjamin’ kesinambuhgan “komitmen terhaddp
perdturan perundang-undangan. — Kéleénturan birokrasi dalam memberikan
layanan terhadap lembaga pendidikan dan"Sikap éntreprenuerial di kalangdn
kepala madrasah dan guru serta personel yang ada dalam suprastruktur
merupakan faktor yang sangat kontributif terhadap penciptaan mutu pendidikan
madrasah ke depan. Dengan kata lain, apapun pilihannya, baik sentralisasi
madrasah ataupun otonomi madrasah, yang terpenting adalah kebersamaan

stkap dalam mengembangkan madrasah itu sendiri.

¥ Fachruddin, fBid, hal. 32.
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Dalam perkembangan tiga dekade terakhir, pendidikan Islam khususnya
madrasah, nampak memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap
pendidikan Indonesia. Bahkan scjak pemerintahan Orde Baru, eksistensi
madrasah semakin menunjukkan kekuatannya. Hal ini sebagaimana dikatakan
oleh Maksum® bahwa kebijakan pemerintahan Orde Baru mengenai pendidikan
agama, termasuk madrasah, bersifat positif dan konstruktif, khususnya dalam
dua dekade terakhir 1980-an sampai 1990-an. Pemerintahan Orde Baru
memandang bahwa lembaga pendidikan—madrasah itu harus dikembangkan
dalam rangka pemerataan kesempatafi hdanpeningkatan mutu pendidikan.
Kebijakan seperti ini secara lebihikuatptercermin dalam komitmen Orde Baru
untuk menyelenggarakan pendidikan’/\agamia| sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Sistem Pendiidkan Nasional.

Kebijakan pemerintah dalam bidang‘pendidikan-yuga memberikan dampak
yang cukup berarti pada perkembangan.pendidikan agama di Indonesia. Hal ini
dengan sendirinya mendotong lahirnya! intelektual darkalangan santri. Dalam
konteks ini, kaum muslimin yang masih berkonsentrasi pada keilrhuan Islath
dapat memanfaatkan madrasah yang diselenggarakan secara modern. Melalui
lembaga-lembaga ini, kaum muslimin dibekali tidak saja wawasan keagamaan
tetapi juga sejumlah keterampilan administrasi dan manajemen sehingga
membuka peluang bagi mereka untuk terlibat dalam pengelolaan negara,

khususnya dalam lingkup Departemen Agama.

* Maksum, Op. Cit., hal. 131.



27

Pada perkembangan berikutnya cksistensi madrasah semakin kuat. Pada
tanggal 18 April 1972 pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan
Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggunng Jawab Fungsional
Pendidikan dan Latihan. Isi keputusan ini pada intinya menyangkut tiga hal
sebagai berikut:

4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab

atas pembinaan pendidikan umum dan kejuruan.

5. Menteri Tenaga Kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan

latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja bukan pegawai negeri.

6. Ketua Lembaga Administrasi-Negara. bertugas dan bertanggung jawab

atas pembinaan pendidikan dam latihan khusus untuk pegawai negeri."

Bagi Departemen Agama yang mengelola pendidikan Islam, termasuk
madrasah, Keputusan ini menimbglkan imasalah! Dalam Tap MPRS Nomor 27
Tahun 1966 dinyatakan bahwa agamad (iriergpakan salah satu unsur mutlak dalam
pencapaian tujuan nasional. Selain itu, dalam Tap MPRS Nomor 2 Tahun 1960
ditegaskan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan otonom di bawah
pengawasan Menteri Agama. Berdasarkan.  ketentuan ini, maka Departemen
Agama menyelenggarakan pendidikan madrasah tidak saja yang bersifat
keagamaan dan umum, tetapi juga yang bersifat kejuruan. Dengan addnya
Keppres Nomor 34 Tahun 1972 dan Inpres Nomor 15 Tahun 1974 it

penyelenggaraan pendidikan umum dan kejuruan menjadi sepenuhnya beradd di

bawah tanggung jawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Secara

Maksum, Ibid, hal. 146.
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implisit ketentuan ini mengharuskan diserahkannya penyelenggaraan pendidikan
madrasah kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kebijakan seperti itu tentu saja dianggap merugikan ummat Islam. Oleh
karena itu, timbullah reaksi dari ummat Islam terhadap kebijakan yang tidak
menguntungkan tersebut. Atas reaksi itulah maka pada tahun 1975 dikeluarkan
Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri mengenai Peningkatan Mutu
Pendiidkan pada Madrasah. Dalam SKB itu masing-masing Kementerian
Agama, Kementerian Pendidikan _dan Kebudayaan, dan Kementerian Dalam
Negeri memikul tanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan
pendidikan madrasah.

Kelahiran SKB Tiga Menteri memang antara lain untuk mengatasi
kekhawatiran ummat Islam akan dihapuskannya sistem pendidikan madrasah
sebagai konsekuensi dari Kepres Nomor-34_ Fahun 1972 dan Inptes Nomor 15
Tahun 1974. Inti keputusan dan.dari SKB-Tiga/Menteri tersebut adalah sebagai
berikut:

3. Pembinaan pendidikan umum adalah tanggung jawab Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan tanggung jawab pendidikan
agama menjadi tanggung jawab Menteri Agama.

4. Untuk pelaksanaan Keppres Nomor 34 Tahun 1972 dan Ihptes Nomor
15 Tahun 1974 dengan sebaik-baiknya perlu ada kerja sama antara
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Dalam Negeri
dan Departemen Agama. '

Dengan keluarnya petunjuk pelaksanaan tersebut, ketegangan antara

pendidikan agama dengan pendidikan nasional memang dapat diatasi. Petunjuk

"Maksum, fbid,, hal. 147.
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pelaksanaan itu mengandung perbedaan yang cukup mendasar dengan Keppres
dan Inpres, di mana di situ dengan tegas dinyatakan bahwa hak dan tanggung
jawab pengelolaan pendidikan agama tetap berada pada Departemen Agama.
Dengan demikian, Juknis telah memberikan sebuah mode solusi yang di satu sisi
memberikan pengakuan eksistensi pendidikan Islam, termasuk madrasah dan
IAIN, dan penegasan bahwa pengelolaannya tetap di tangan Departemen
Agama, namun di sisi lain tetap memberikan kepastian akan berlanjutnya usaha
yang mengarah pada pembentukan sistem pendidikan nasional yang integratif.

Dalam konteks di atas, sejumlahdiktum’dalam SKB Tiga Menteri yang
memperkuat posisi madrasah lebih ditegasKar lagi dengan memerinci bagian-
bagian yang menunjukkan kesetaraan madrasah dengan sekolah. Dalam Bab I
pasal 1 ayat (2) misalnya dinyatakan bahwa madrasah itu meliputi tiga tingkatan,
yaitu: Madrasah Ibtidaiyahvyang setingkat.dengan/Sekolah Dasar, Madrasah
Tsanawiyah yang setingkat dengam)Sekolah\Menengah Pertama, dan Madrasah
Aliyah yang setingkat dengan_Sekolah “Meé€nengdh/Atas. Kemudian, ijazah
madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum ydng
setingkdt. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat
lebih atas. Dan siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum ydng
setingkat.

Selanjutnya, dalam SKB Tiga Menteri itu juga ditegaskan mengenai

pengelolaan dan pembinaan. Dalam keputusan tersebut ditegaskan bahwa
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pengelolaan madrasah dilakukan oleh Menteri Agama. Kemudian, pembinaan
mata pelajaran agama pada madrasah dilakukan oleh Menteri Agama, dan
pembinaan serta pengawasan mutu mata pelajaran umum pada madrasah
dilakukan oleh Menteri Pendiidkan dan Kebudayaan bersama-sama dengan
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

SKB Tiga Menteri ini juga dapat dipandang sebagai pengakuan yang lebih
nyata terhadap eksistensi madrasah dan sekaligus merupakan langkah strategis
menuju tahapan integrasi madrasah ke dalam Sistem Pendidikan Nasional yang
tuntas. Dengan SKB tersebut, madrasali memperoleh definisinya yang semakin
jelas sebagai lembaga pendidikan “yang-“setara dengan sekolah sekalipun
pengelolaannya tetap berada pada Departemen Agama. Dalam hal inj,
madrasah tidak lagi hanya dipandang sebagar lembaga pendidikan keagamaan
atau lembaga pendidikan yang ménjadikan miata peldjaranagama Islam sebagai
mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya\30%, di samping mata pelajaran
umum.

Kemudian dalam perkembangan berikutnya, eksistensi madrasah semakin
kuat. Pada akhir dekade 1980-an dunia pendidikan madrasah memasuki era
integrasi karena lahirnya UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional. Berbeda dengan Undang-Undang kependidikan sebelumnya, Undang-
Undang ini mencakup ketentuan tentang semua jalur dan jenis pendidikan. Jika

pada Undang-Undang sebelumnya pendidikan nasional bertumpu pada sekolah,
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maka dalam UUSPN ini pendiidkan nasional mencakup jalur sekolah dan luar
sekolah, serta meliputi jenis-jenis pendidikan akademik, pendidikan profesional,
pendidikan kejuruan, dan pendidikan keagamaan. Meskipun secara eksplisit
tidak mengatur secara khusus tentang pendidikan Islam, tetapi dalam prakteknya
memberikan ketentuan-ketentuan baru mengenai jenis dan kurikulum pendidikan
Istam, khususnya pendidikan madrasah.

Posisi integrasi pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional
tercermin dalam beberapa aspek.  Pertama, merupakan aspek yang paling
penting bahwa pendidikan nasional menjadikan pendidikan agama sebagai salah
satu muatan wajib dalam semua jalur'dan jenis‘pendidikan. Kebijakan ini tentu
sangat berarti dalam proses integrasi pendidikan secara nasional karena telah
meyakinkan khususnya kaum mustimin“bahwa Sistem Pendidikan Nasional
tidak bercorak sekuler.| Salah satw/keragtran kaum muslimimterhadap pendidikan
nasional sebelum ini adalah karéna_status/pendidikan agama yang kurang
memuadskan, bahkan terkesan diabaikan. “Deniganketentuan yuridis bahwa
pendidikan agama merupakan muatan wajib dalam setiap jalur dan jerjang
pendidikan yang membuka wawasan positif di kalangan ummat Islam bahwa
antara sekolah dan madrasah tidak memilik: perbedaan yang prinsip.

Kedua, dalam Sistem Pendidikan Nasional, madrasah dengan sendirinya
dimasukkan ke dalam kategori pendidikan jalur sekolah. Ketiga, meskipun

madrasah diberi1 status pendidikan jalur sekolah, tetapi sesuai dengan jenis
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keagamaan dalam sistem pendidikan nasional, madrasah memiliki jurusan
khusus ilmu-ilmu syariah.

Integrasi madrasah ke dalam Sistem Pendiidkan Nasional dengan demikian
bukan merupakan integrasi dalam artian penyelenggaraan dan pengelolaan
pendidikan, termasuk madrasah oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
tetapi lebih pada pengakuan yang lebih mantap bahwa madrasah adalah bagian
dari sistem pendidikan nasional walaupun pengelolaannya dilimpahkan pada
Departemen Agama. Dengan tetap-mengacu-pada dasar, tujuan, dan kurikulum
pendidikan sebagaimana diatur{ dalam, Undang-Undang secara nasional,
Departemen Agama memiliki kewenangan” untuk mempola model dan proses
pendidikan pada semua jenis dan sattan pendidikan keagamaan, termasuk
madrasah, secara kreatif.

Kemudian pada_J/tabhun V2003 dikeltarkan/~Undang-Undang Sistem
Pendidikan Nasional Nomor 20/yang lebih-disemipurnakan lagi. Dalam UUSPN
Nomor 20 Tahun 2003 tersebut pengakuan terhadap €ksistensi sistemn pendidikan
madrasah semakin kuat lagi, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan
tinggi. (Bab VI pasal 13 - 19 UUSPN Nomor 20/2003).

Namun, pada petkembangan era otonomi daerah, terutama setelah
keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Petimbangan
Kewenangan Pemerintahan Pusat dan Daerah. Sebagaimana diketahui dalam

UU Nomor 22 tahun 1999, khususnya Bab IV pasal 7 ditegaskan bahwa
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kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Salah satu diktum dalam Undang-
Undang tersebut ditegaskan bahwa masalah agama adalah kewenangan pusat,
sedangkan masalah pendidikan telah didelegasikan kepada pemerintah daerah.
Kenyataan ini tentunya menimbulkan dilema tersendiri terutama apabila
dikaitkan dengan pelaksanaan pendidikan madrasah di daerah. Pada satu sisi
pendidikan madrasah merupakan pendidikan agama yang berada di bawah
pembinaan Departemen Agama karena memang keterkaitannya sangat erat
dengan masalah agama. Akan tetapi-pada-sisi-lain, masalah madrasah berkaitan
dengan pendidikan yang sudah| diotefiomikdn. Bahkan di dalam UUSPN
Nomor 20 Tahun 2003 pasal 10 dan Tlpmenegaskan tentang hak dan kewajiban
pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam pasal 10 UUSPN Nomor 20/2003
dinyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan,
membimbing, membanty, dan ‘mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. yang/berlaku”. Kemudidn dalam pasal
11 ayat (1) dikatakan: “Pemérintah.dan PemerintahPaerah wajib memberikan
layanan dan kemudahan, sertqa menjamin terselenggaranya pehdidikan yang
bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Dalam ayat (2) juga
ditegaskan: “Pemerintah dan Pemerintah Daerag wajib menjamin tersedianya
dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia

tujuh sampai dengan lima belas tahun”.
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Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut jelas bahwa
Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan mengelola pendidikan, termasuk
pendidikan agama dan madrasah di daerahnya masing-masing. Kondisi seperti
itu tentu saja mengandung dilematik dan sekaligus problem, terutama bagi
kalangan Departemen Agama tingkat Kabupaten dan Kota. Departemen Agama
Kabupaten/Kota dihadapkan pada dilema pengelolaan dan pembinaan terhadap
pendidikan madrasah. Sementara ini madrasah-madrasah yang dikelola oleh
Departemen Agama seringkali menghadapi kendala pembiayaan, karena
mengingat pendanaan pendidikan madrasah masih tersentralistik pada
Pemerintah Pusat dengan konsekuensivanggaran|pendidikan madrasah menyatu
dengan anggaran pembinaan keagamaan secara umum. Oleh karena itu ketika
Departemen Agama bermaksud “mengembangkan pendidikan madrasah di
daerah, maka dilema yang dialami adalah apdkah pembindan madrasah tersebut
akan tetap dikelola secara senwudlistik /atau \diserahkan sepenuhnya kepada
pemerintah daerah. Masing-masing | pilihanfenuinya mengandung resiko.
Namun yang jelas, apa pun pilihatinya, maka pengelolaan dan pembinaan

pendidikan madrasah harus tetap berjalan.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan

mengambil lokasi di Kabupaten Tasikmalaya. Alasan dipilihnya Kabupaten
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Tasikmalaya sebagai lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan pribadi,
karena mengingat penulis bekerja di Departemen Agama Kabupaten
Tasikmalaya yang secara khusus mengelola masalah Madarasah Tsanawiyah
dengan alasan ini maka akan lebih memudahkan dalam proses pengumpulan
data dan analisisnya.

Data yang dikumpulkan adalah berkaitan dengan problematika
pengelolaan pendidikan madarasah pasca terbitnya Undang-Undang Daerah di
Kabupaten Tasikmalaya. Secara rifci,/data yang ‘dikumpulkan meliputi: (a) data
tentang perkembangan madrasah di Kabupaten-Tasikmalaya sebelum terbitnya
UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonemi Daerah; (b) data tentang kebijakan
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam - pengelolaan madrasah setelah
terbimya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah; dan (c) data
tentang hambatan-hambtan yang dirasakan dalam pengelolaan madrasah di
Kabupaten Tasikmalaya setelah terbitnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Otonomi Daerah.

2. Pendekatan Penelitian

pendekatan yang digunakan dalam penelitian tentang problematika
pengelolaan madrasah pasca otonomi daerah tahun 1999 di Kabupaten
Tasikmalaya adalah pendekatan sosiologis. Dengan pendekatan ini diharapkan

dapat ditemukan mengenai kebijakan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
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tentang pengelolaan madrasah pasca terbitnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang

otonomi daerah.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptf. Dalam hal ini
penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan secara aktual mengenai
problematika pengelolaan pendidikan madrasah pasca terbitnya Undang-Undang

Nomor 22/1999 tentang Otonomi Daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

4. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Suharsimi Arikunte® adalah adalah “keseluruhan subjek
penelitian”.  Sedangkan menurat Winarno” Surakhmad,” populasi adalah
“sejumlah subjek yang diteliti”.

Dengan ketentuan_tetsebut)maka yang.menjadi‘popiilasi dalam penelitian
ini adalah instansi terkait yang berwenang-mengéluarkan kebijakan pengelolaan
madrasah di Kabupaten | Tasikmalaya, Vyaitu:oDifias Pendidikan Nasional
Kabupaten Tasikmalaya, Mapenda Kandepag Kabupaten Tasikmalaya, Sub.
Bagian Kesra Bagian Sosial Setda Kabupaten Tasikmalaya, Pimpinan Madrasah
negeri yang ada di Tasikmalaya yang jumlahnya ada 27 madrasah yang terbagi: 6

buah MIN, 13 buah MTsN, dan 8 buah MAN.

"2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakuk, Cet. 1V {(Jakarta:
Bina Aksara, 1993), hal. 102.

" Winarno Surakhmad, Dasar-dasar Penelitian IImiah, Cet. V11 (Bandung: Tarsito, 1990),
hal. 93.
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Adapun yang menjadi sampel adalah para pejabat dari instansi tersebut,
yaitu: Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Tasikmalaya, Kepala Seksi
Mapenda Kandepag Kabupaten Tasikmalaya, Kepala Sub. Bagian Kesra Bagian
Sosial Setda Kabupaten Tasikmalaya, 3 orang pimpinan MIN, 3 orang pimpinan
MTsN, dan 3 orang pimpinan MAN vyang ada di wilayah Kabupaten
Tasikmalaya. Jadi dengan demikian yang menjadi sampel dalam penelitan ini

sebanyak 13 orang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan datadi lapangan yang paling utama adalah
wawancara, dan ditunjang denganobservasy studi dokumenter, dan studi
kepustakaan.

Wawancara maksudnya adalah pengumpulan data_di lapangan dengan
jalan mengadakan tarrya jawab. Dalam hal ini wawancara dilakukan terhadap
responden yang telah ditentukan_sebelumnya, yaitu: Kepala Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Tasikmalaya, Kepala Seksi Mapenda Kandepag Kabupaten
Tasikmalaya, Kepala Sub. Bagian Kesra Bagian Sosial Setda Kabupaten
Tasikmalaya, 3 orang pimpinan Madrasah Ibtidaiyah, 3 orang pimpinan
Madrasah Tsanawiyah, dan 3 orang pimpinan Madrasah Aliyah yang ada di
wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Teknik pengumpulan data lainnya adalah observasi. Maksudnya adalah

pengumpulan data dengan jalan pengamatan langsung ke lapangan. Dalam hal
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ini observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi objektif daerah penelitian,
terutama mengenai kondisi objektif Kabupaten Tasikmalaya dan perkembangan
madrasah di Kabupaten Tasikmalaya.

Teknik pengumpulan data berikutnya adalah studi  dokumenter.
Maksudnya adalah pengumpulan data di lapangan dengan cara memanfaatkan
dokumen-dokumen resmi yang berasal dari madrasah, Pemerintah Daerah,
Departemen Agama, Depdiknas, dan madrasah, terutama yang berkaitan dengan
kondisi objektf penelitian dan problematika pengelolaan pendidikan madrasah
pasca terbitnya Undang-Undang Nemor22 Tahun 1999.

Teknik pengumpulan data terakhir adalalf studi kepustakaan. Maksudnya
adalah pengumpulan data teoretis depgan cara menelaah beberapa literatur,
terutama yang berkaitan dengantopik penefitian, yaitu mengenai otonomi

daerah dan madrasah.

6. Variabel Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan problematika pengelolaan pendidikan
madrasah pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 22/1999 tenitang Otonomi
Daerah. Dengan demikian minimal ada dua variabel dalam penelitian ini, yaitu:
Problematika Pengelolaan Pendidikan Madrasah (Variabel X), dan UU Nomor
22 Tahun 1999 (Variabel Y).

Yang dimaksud dengan Pendidikan Madrasah maksudnya adalah

pendidikan umum yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh
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Departemen Agama, yang terdiri dari pendidikan dasar (Madrasah
Ibtidaiyah/setingkat SD dan Madrasah Tsanawiyah/setingkat SLTP) hingga
pendidikan menengah (Madrasah Aliyah/setingkat SLTA). ™ Dengan
demikian, problematika pengelolaan madrasah maksudnya adalah permasalahan
yang terjadi dalam manajemen atau pengelolaannya, yang di dalamnya
mencakup: penetapan anggaran pengelolaan pendidikan madrasah, pengadaan
guru madrasah, dan pemberian honor guru madrasah.

Sedangkan UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah peraturan perundang-
undangan tentang otonomi daerah, gaitu 4entang Pemerintahan Daerah,
khususnya mengenai pembagian kewenangan |antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah Tingkat II. ©

7. Analisis Data

Mengingat bahwa data utama dalam penelitian ini adalah melalui
wawancara yang bersifat kualitatif, maka_ analisis data yang dilakukan adalah
analisis data kualitatif. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis
data kualitatif adalah sebagaimana dikatakan Lexy J. Moleong", vyaitu: telaah

data, reduksi data, kategorisasi, dan penafsiran data.

" Husni Rahim, Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia , Cet. ! (Jakarta: 1.ogos Wacana
Iimu, 2001), hal. 106.

** Tjahya Supriatna, Op. Cit,, hal. 96-97.

** Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Cet. XVII (Bandung: Remadja
Rosda Karya, 2002), hal. 190.
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Telaah data dalam penelitian ini maksudnya adalah menelaah seluruh data
yang tersedia dari berbagai sumber, terutama dari hasil wawancara, observasi,
dokumentasi dan studi kepustakaan mengenai problematika pengelolaan
pendidikan madrasah pasca terbitnya UU Nomor 22/1999 tentang Otonomi
Daerah.

Adapun reduksi data dalam penehiian ini maksudnya adalah membuat
abstraksi terhadap data yang sudah terkumpul dari hasil penelaahan. Hasil
reduksi data ini kemudian dikategorisasikan sesuai dengan rumusan masalah
dalam penelitian. Akhirnya, hasil kategorisasi tersebut ditafsirkan dengan

menggunakan cara berfikir deduktif.

G. Sistematika Pembahasan

Rencana penulisan tesis yang berjudul: Problematika Pengelolan Madrasah
Pasca Otonomi Daerah Tahun 1999 (Studi Kasus di Kabupaten Tasikmalaya)
terdiri dari tiga bagian besar yang mencakup lima bab dengan perincian sebagai
berikut:

Bagian pertama merupakan bagian awal yang di dalamnya mencakup dua
bab, yaitu: Bab I Pendahuluan dan Bab II Kajian Teoretis. Pada Bab 1 berisi:
:Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian,
Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika
Pembahasan. Kemudian Bab I merupakan kajian teoretis tentang madrasah dan

Undang-Undang OtonomiDaerah.
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Bagian kedua adalah isi, yang di dalamnya mencakup Bab III dan Bab V.
Dalam Bab III dibahas mengenai kondisi objektif daerah penelitian dan
gambaran perkembangan madrasah sebelum terbitnya UU Otonomi Daerah di
Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan Bab IV penjelasan analisis mengenal hasii
penelitian, yang di dalamnya mencakup pembahasan tentang: Kebijakan
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengenai pengelolaan pendidikan
madrasah pasca terbitnya UU Otonomi Daerah, dan hambatan-hambatan dalam
pengelolaan madrasah setelah terbitnya UU Otonomi Daerah.

Bagian ketiga dari tulisan <ni berisi Bab V yang membahas tentang
kesimpulan dan saran. Akhirnya, fulisan‘in juga dilengkapi dengan daftar pusta

dan beberapa lampiran yang sekiranya mendukung terhadap validitas data.



BABII
TINJAUAN TEORETIS TENTANG MADRASAH

DAN OTONOMI DAERAH

A. Tinjauan tentang Madrasah
1. Pengertian dan Sejarah Pertumbuhan Madrasah
Dalam leksikologi Arab, istilah madrasah merupakan 1sim makan dari kata

darosa yang berarti tempat untuk berlajar. Istilah madrasah kini telah menyatu

dengan istilah sekolah atau perguriran (tetitama perguruan Islam).” Akan tetapi

menurut Karel A. Steenbrink®™, istilah madrasah dan sekolah dibedakan, karena

keduanya mempunyai cirt yang berbeda;

Menurut Mochtar Buchori”, _madrasah  ialah , pendidikan Islam yang
diselenggarakan di lembagadembaga spendidikan model Barat, yang
mempergunakan metode pengajaran-klasikal-dam berusaha menanamkan Islam

sebagai landasan hidup ke dalam diri para siswa.

' 'WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. 1 (Jakarta: PN Balai
Pustaka, 1982}, hal. 618.

" Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah dan Sekolah, Cet. | (Jakarta: LP3ES, 1986),
hal. 305.

" Mochtar Boechori, “Pendidikan Islam di Indonesia: Problema Masa Kini dan Perspektif

Masa Depan, dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im Saleh (Peny.) Islfam Indonesia
Menatap Masa Depan, Cet. | (Jakarta: P3M, 1986), hal. 184.

42
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Atas dasar itu, maka menurut Hanun Asrohah®, madrasah bukan lembaga

pendidikan Islam asli Indonesia, tetapi berasald ari dunia Islam di Timur Tengah
yang berkembang sekitar abad ke-10 M atau 11 M. Madrasah berkembang
sebagai simbol kebangkitan Sunni. Madrasah didirikan sebagai sarana transmisi
ajaran-ajaran golongan Sunni. Pada perkembangan berikutnya, madrasah
merupakan lembaga pendidikan Islam formal seperti kuttab dan masjid. Seluruh
dunia Islam telah mengadopsi sistem madrasah di kwuttab dan masjd, untuk
mentransmisi nilai-nilai Islam. ,~pada —awal perkembangannya, madrasah
tergolong lembaga pendidikan setingkat'college; | Namun, selanjutnya madrasah
tidak lagi berkonotas: sebagai akddemi,Ttetapi| sekolah tingkat dasar sampai
menengah.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam muncu! dari penduduk
Nizapur, tetapi tersiarnya melalui Menteri'Saljuq yang bernama Nizam al-Mulk

yang mendirikan madrasah Nizamiyah {Tahun 1065 M). Pendiri madrasah
terbesar setelah Nizam al-Mulk adalah’ Shalahuddin al-Ayyubi. 2
Kemudian, dalam kaitannya dengan sejarah madrasah di Indonesia,

cksistensi madrasah dalam tradisi pendidikan Islam di Indonesia tergolong

fenomena modern yaitu dimulai sekitar awal abad ke-20. Buku-buku sejarah

" Hanun Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam, Cet. I (Jakarta:Logis,1999), hal.192.

# Muhaimin dan dan Abdul Mujib, Pemikiran Pendikan Islam: Kajian Filosofis dan
Kerangka Dasar Operasionalnya, Cet. | (Bandung: Trigenda Karya,1993), hal. 305.
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pendidikan Islam di Indonesia sejauh ini agaknya tidak pernah
menginformasikan adanya lembaga pendidikan yang disebut madrasah pada
masa-masa awal penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara. Evolusi
kelembagaan pendidikan di wilayah ini pada umumnya bermula dari pesantren,
madrasah, dan kemudian sekolah. Madrasah di Indonesia bisa dianggap sebagai
perkembangan lanjut atau pembaharuan dari lembaga pendidikan pesantren.

Muhaimin dan Abdul Mujib menyebutkan minimal ada empat latar

belakang kehadiran madrasah ditengah-tengah masyarakat di Indonesia, yaitu
sebagai berikut:

1. Sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam.

2. Usaha penyempurnaan |terhadap sistem pesantren ke arah suatu
pendidikan yang lebih memungkinkan |lulusannya untuk memperoleh
kesempatan yang sama -dengan- sekolah umum, misalnya masalah
kesamaan kesempatan kerja-dan-perolehan ijazah.

3. Adanya sikap mental pada sementara golongan ummat Islam,
khususnya santri yang ‘terpukau-pada, Barat/Sebagai sistem pendidikan
mereka.

4. Sebagai upaya menjembatani antdra sistém pendidikan tradisional yang

dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan modern dari hasil
akulturasi.”

Sedangkan menurut Maksum?®, latar belakang pertumbuhan madrasah di

Indonesia dapat dikembalikan pada dua situasi yaitu adanya gerakan

pembaharuan Islam di Indonesia dan adanya respon pendidikan Islam terhadap

kebyakan pendidikan Hindia Belanda.

** Muhaimin dan Abdul Mujib, Op. Cit., hal. 305.
* Maksum, Op. Cit, hal. 82.
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Hal senada juga dikatakan oleh Husni Rahim®, bahwa perkembangan

madrasah di Indonesia berlangsung tidak sekejap. Sejak sistem madrasah
diperkenalkan oleh para pembaharu Islam yang mengembangkan pendiidkan
Islam sejak awal abad ke-20, misalnya Jamiat Khair, Sumatera Thawalib,
Muhammadiyah, Persis, dan NU, perkembangan madrasah mengalami masa-
masa sulit. Respon yang dilakukan oleh organisasi-organisasi ini terhadap
kebijakan pendidikan Barat (Belanda) yang menerapkan sistem pendidikan
sekuler berlainan. Beberapa madrasah yang dikelola oleh organisasi-organisasi
Islam melakukan resistensi untuk tidakfenerapkan pendidikan umum. Mereka
lebih memperkuat bidang kajian ilmiu agama yang mempertegas sudut perbedaan
dengan pendidikan sekuler Belanda.” ‘Sementara madrasah yang dikelola
Muhammadiyah, misalnya, menerima mata pelajaran umum seperti diajarkan di
sekolah-sekolah Belanda, ‘disamping-pelajaran "agaria.s “BPDemikianilah, sampai
masa kemerdekaan, keberadaan ‘madrasahi tetap ‘diperhitungkan sebagai salah
satu lembaga pendidikan Islam;-di ‘samping-pésantren ‘vang dalam banyak hal
juga melakukan resistensi dan penyesuaian yang sama terhadap kebijakan
pendidikan pemerintah Belanda.

Namun menurut Karel A. Steenbrink, penggunaan istilah madrasah untuk

sebuah sekolah di Indonesia, sesungguhnya pertama kali digunakan oleh

* Husni Rahim, Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia, Cet. 1 (Jakarta: Logos, 2001),
hal. 138.
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kalangan Jami’at Khair. Sebagai organisasi persatuan orang-orang Arab yang
ada di Indonesia, Jami’at Khair mendatangkan guru-guru dan alat-alat sekolah

dari Timur Tengah. Sistem pendidikannya pun menurut mode! Timur Tengah,
terutama Mesir dan Tunisia.”

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan di sini bahwa yang
dimaksud dengan madrasah adalah lembaga pendidikan umum bercirikan khas
agama Islam. Madrasah mulai berkembangan di dunia Islam pada masa Wazir
Bani Saljuk yang bernama Niz4dm al-Mutk di Baghdad sekitar abad ke-10 — 12 M.
Kemudian, berkembangnya madrasah di Indonesia baru mulai pada awal abad

ke-20.

2. Kebijakan Pemerintah terhadap Pengembangan Madrasah

Untuk memahami ) kebijakan— pemerintah. terhadap perkembangan
madrasah, perlu dilihat keberadaan madrasah, mulai masa koloni Belanda dan
orde lama, masa kemerdekaan; masa-erde baru; hinggasmasa sekarang.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kebijakan dalam pengelolaan
pendidikan Islam bersifat menekan karena kekhawatiran akan timbulnya

militansi kaum muslimin terpelajar. Menurut Aqgib Suminto, bagi pemerintahan

% Karel A. Steenbrink, Op. Cit, hal. 61-62.
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penjajah, pendidikan di Hindia Belanda tidak hanya bersifat paedagogis kultural,
tetapi juga bersifat psikologis politis.”

Hikmah yang dapat diambil dari kebijakan pemerintah Hindia Belanda
adalah semakin berkembangnya pendidikan madrasah. Sebab, di bawah
pengawasan dan ordonansi yang ketat oleh pemerintah Hindia Belanda
sebagaimana digambarkan di atas, madrasah mulai tumbuh. Terdapat beberapa
madrasah yang memperoleh pengakuan pemerintah meskipun masih merupakan
pengakuan setengah-setengah. Tetapi-pada umumnya madrasah-madrasah itu,
baik di Minangkabau, Jawa, dan Kalimantan, berdiri semata-mata karena kreasi
tokoh dan organisasi tertentu tanpa dukungan;dan legitimasi dari pemerintah.
Kebutuhan sebagian rakyat untuk mengenyam pendidikan akhirnya terpenuhi
melalui madrasah, sementara pemerintah melakukan pembatasan-pembatasan
dalam sekolah-sekolah./yang ‘didimkannya-“sebagai-\wujud dari kebijakan
diskriminatifnya. ¥

Kebijakan yang kurang menguntungkan terhadap pendidikan Islam masih
berlanjut pada masa penjajahan Jepang, meskipun terdapat beberapa modifikasi.
Walaupun diakui lebih memberikan kebebasan dari pada penjajah Belanda,
tetapi kebijakan dasar pemerintah penjajah Jepang berorientasi pada penguatan

kekuasaannya di Indonesia. Pemerintahan Jepang memegang kendali yang

* Agib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, Cet. I (Jakarta: LP3ES, 1984), hal. 49.
7 Aqib Suminto, /bid, hal. 54.



48

sangat ketat dalam program-program pendidikan di Indonesia, walaupun dalam
kenyataannya menghadapi kendala kurangnya tenaga pengajar yang memenuhi
kriteria. Untuk memutus hubungan dengan pemerintah Hindia Belanda,
pemerintahan Jepang menghapuskan sekolah-sekolah berbahasa Belanda.

Bahasa Indonesia bahkan digunakan secara lebih luas di llingkungan pendidikan.

Kurikulum dan struktur pendidikan pun dirubah. *

Kemudian pada masa pemerintahan Orde Lama, kebijakan pemerintah
terhadap pendidikan madrasah lebilrterfokps walaupun sistem pendidikan yang
dikembangkan masih bersifat dualistik yang.memisahkan antara ilmu agama dan
ilmu umum. Pada permulaan perkémbangannya, madrasah merupakan lembaga
pendidikan yang mandiri, tanpa '‘bimbirigan-dan bantuan pemerintah. Setelah
Indonesia merdeka, pemerintah memberikan perhatian kepada madrasah dan
ditetapkan sebagai model'dan samber 'pendidikan mniasiondl yang berdasarkan
UUD 1945. Untuk itu, BPKNIP-(Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia
Pusat) sebagai Badan Pekerja’ MPR-pada masa-itu/merumuskan pokok-pokok
usaha pendidikan, yang menetapkan sebagai berikut:

Madrasah dan pesantren yang pada hakekatnya adalah satu alat dan

sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat
berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah pula mendapat

* Y.ee Kam Hing, Fducational and Politics in Indonesia 1945-1965, Cet. 1 (Kualakumpur:
University of Malaya Press, 1995), hal, 23-25.
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perhatian dan bantuan yang nyata berupa tuntunan dan bantuan materiil
dari pemerintah. *

Menurut Abdurrahman Saleh, Menteri P dan K yang saat itu dijabat oleh
Mr. R. Suwandi, mengeluarkan kebijaksanaan yang menyatakan bahwa

pengajaran yang bersifat pondok pesantren dan madrasah perlu untuk dipertinggi

dan dimodernisasikan serta diberi bantuan biaya dan lain-lain.”

Kemudian, dalam rangka memperkukuh eksistensi madrasah sebagai
komponen pendidikan nasional, artinya diakui sebagai penyelenggara kewajiban
belajar, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan dan
Pengajaran Nomor 4 tahun 1950° padaPasal 10 ayat (2) dinyatakan bahwa
belajar di sekolah-sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri
Agama dianggap telah memenuhi“kewajiban-belajar. Untuk itu, pemerintah
menggariskan kebijaksanaan bahwa madrasah-yang didkui-dan memenuhi syarat
untuk menyelenggarakan kewajiban belajar, harus terdaftar pada Kementrian
Agama, dengan syarat madtasah yang bersangkutan harus memberikan pelajaran
agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit 6 jam seminggu secara teratur

di samping mata pelajaran umum.*

¥ Depag RI, Op. Cit, hal. 71.

% Abdurrahman Saleh, Penyelenggaraan Madrasah Peraturan Perundang-undangan, Cet. |
(Jakarta: Dharma Bakti, 1984), hal. 19.

' Depag RI, Op. Cit, hal. 77.
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Adapun kebijakan pemerintahan Orde Lama tentang sistem
penyelenggaraan, penjenjangan, dan kurikulum pengetahuan agama dan umum
pada madrasah-madrasah negeri disamakan dengan sekolah-sekolah umum yang
berada di bawah pembinaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dengan
penjenjangan sebagai berikut:

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), madrasah tingkat dasar yang

setingkat dengan Sekolah Dasar Negeri dengan lama belajar 6 tahun.

2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dengan lama belajar 3 tahun

yang setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama.
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dengan lama belajar 3 tahun yang

setingkat dengan Sekolah/Menengah' Umum (SMU). #

Salah satu kebijakan yang' dianggap “paling menonjol pada masa
pemerintahan Orde Lama adalah didirikannya Pendidikan Guru Agama (PGA)
dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN)./Kedua madrasah ini menandai
perkembangan yang sangat penting,di-mana-madrasah dimaksudkan mencetak

tenaga-tenaga profesional keagamaan; di samping mempersiapkan tenaga-tenaga

yang siap mengembangkan madrasair®

Kebjjakan pemerintahan Orde Lama mendirikan PGA adalah untuk
mempersiapkan para guru agama bagi madrasah-madrasah ibtidaiyah dan
sekolah umum yang sederajat, sedangkan alumni SGHI dipersiapkan untuk

menjadi guru agama baik di madrasah tingkat menengah maupun di sekolah

**Depag RI, 1bid, hal. 81.
* Maksum, Op.Cit, hal.125.
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menengah umum serta menjadi hakim pada Pengadilan Agama. SGAI dan
SGHAI kemudian diganti menjadi PGA (Pendidikan Guru Agama) dan SGHA
(Sekolah Guru dan Hakim Agama). PGA terbagi menjadi dua, yaitu PGA
Pertama (4 tahun) dan PGA Atas (2 tahun). Kemudian pada tahun 1957 SGHA
dilebur dengan PGA< sedangkan untuk mendidik calon Hakim Agama,

didirikanlah Pendidikan Hakim Agama Islam Negeri (PHIN) dengan masa

belajar selama 3 tahun. ™

Perkembangan madrasah yang cukup menggembirakan adalah pada masa
Orde Baru. Menurut Maksum, pada mésasmasa awal pemerintahan Orde Baru,
klebijakan dalam beberapa hal mengeénai madrdasah bersifat melanjutkan dan
memperkuat kebijakan Orde Lama. Pada-tahaplini madrasah belum dipandang
sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi merupakan lembaga
pendidikan otonom di‘bawah ‘perigawasan'Menteri Agama’ Hal ini disebabkan
karena kenyataan bahwa sistem~pendidikan madrasah lebih ddominasi oleh
muatan-muatan agama, menggunakan kurikulum‘yang belum standar, memiliki
struktur yang tidak seragam, dan memberlakukan manajemen yang kurang dapat

dikontrol oleh pemerintah.*

Perkembangan madrasah mulai kelihatan eksistensi semenjak keluarnya

Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri pada tahun 1975, yaitu Menteri

* Hanun Asrohah, Op. Cit, hal. 198.
* Maksum, Op. Cit, hal. 132.
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Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama
tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah. Melalui SKB ini,
madrasah diharapkan memperoleh posisi yang sama dengan sekolah-sekolah
umum dalam sistem pendidikan nasional sehingga lulusan dari madrasah dapat
melanjutkan atau pindah ke sekolah-sekolah umum damn tingkat sekolah dasar
sampai ke perguruan tinggi karena tingkat mata pelajaran umum di madrasah
sama mutunya dengan pelajaran umm di sekolah umum yang setingkat. Dalam
SKB juga dirumuskan mengenai batasan dan penjenjangan madrasah. Yang
dimaksud dengan madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata
pelajaran agama Islam sebagai mata ‘pelajaran-dasar, yang diberikan sekurang-
kurangnya 30% di samping mata pelajaran. umu. Adapun penjenjangan
madrasah meliputi: Madrasah Ibtidaiyah,-Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah

Aliyah.*

Untuk merealisir SKB tersébut,~Pépartermmicn Agama melalui penertiban,
penyeragaman, dan penyamaan “-penjenjangan ' ‘pada madrasah-madrasah
melakukan kebijakan sebagai berikut:

1. Menciutkan jumiah PGA dan mengubah status sebagian besar PGAN

tersebut menjadi Madrasah Tsanawiyah atau Aliyah Negeri.

2. Mengubah status Sekolah Persiapan IAIN menjadi Madrasah Aliyah
Negeri.

% Hanun Asrohah, Op. Cit, hal. 199.
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3. PGA-PGA vyang diselenggarakan oleh pihak swasta, juga harus dirubah
statusnya menjadi Madrasah Tsanawiyah atau Madrasah Aliyah.”

Namun, kendatipun pemerintah Orde Baru sudah mengeluarkan kebijakan
seperti itu, masih ada juga kalangan masyarakat yang tetap mempertahankan
statusnya sebagai sekolah yang hanya mengajarkan pengetahuan agama, seperti
Madrasah Diniyah. Di lingkungan masyarakat, Madrasah Diniyah yang

berkembang cukup variatif, yaitu terdiri dari tiga jenjang, sepertii Madrasah

Diniyah Awaliyah, Madrasah Diniyah Wustha, dan Madrasah Diniyah Aliyah.*

Kemudian pada tahun 1984, pemerintah Orde Baru mengeluarkan
kebijakan baru tentang madrasal; yakni dengan keluarnya Surat Keputusan
Bersama antara Menteri Pendidikan dap Kebudayaan dengan Menteri Agama
Nomor: 9299/U/1984 dan Nomor-45/tahtn 1984 tentang Pengaturan
Pembakuan Kurikulum Sekelah\Umum dan Kurikuldm Madrasah. SKB tahun
1984 ini merupakan tindak lanjut dari SKB Tiga Menteri tahun 1975. Tujuannya
tidak hanya menyamakan ‘miadrasahl dengan “sekolah-sekolah umum dalam
penjenjangan dan mutu pengetahuan umum antara madrasah dengan sekolah
umum, tetapi juga diupayakan penyeragaman dan pembakuan dalam struktur

program dan kurikulum. ¥

3" Hanun Asrohah, Ibid, hal. 199,
* Depag R1, Op. Cit, hal. 83,
* Hanun Asrohah, Op. Cit, hal. 200.
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Keluarnya SKB Tiga Menteri pada tahun 1975 ataupun tahun 1984 sebagai
kebijakan pemerintahan Orde Baru, menunjukkan langkah maju bagi posisi
madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Dengan SKB tersebut, madrasah
memiliki persamaan sepenuhnya antara madrasah dengan sekolah-sekolah
umum. Itu berarti madrasah menempati posisi yang sama dengan sekolah-
sekolah umum dalam mencapai cita-cita pendidikan nasional, dan madrasah
diharapkan dapat berperan yang sama dengan sekolah-sekolah umum dalam

memenuhi tuntutan masyarakat.

Namun, bersama itu pula, seperti dikemukakan oleh Hasbullah*, madrasah

menghadapi tantangan besar. |“Madrasah rdituntut tidak hanya mampu
memperbaiki mutu pendidikan umum~schingga setaraf dengan standar yang
berlaku di sekolah-sekolah umum, tetapi juga harus menjaga mutu pendidikan
agama sebagai ciri khas-madrasah. "“Untuk itu," Departemen Agama senantiasa
memperhatikan dan meningkatkaf-mutu Krikulum madrasah agar dapat selaras
dengan kualitas sekolah-sekolah-umum.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diasumsikan di sini bahwa
kebijakan pemerintahan Orde Baru dari tahun 70-an hingga 80-an berdampak
positif terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, terutama

madrasah. Puncak dari kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai pendidikan

* Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia- Lintasan Scjarah Pertumbuhan dan
Perkembangan, Cet. I (Jakarta: [SIK, 1996), hal. 183.
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Islam, khususnya madrasah, adalah pada akhir dekade 1980-an dengan lahirnya
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989.

Keluarnya UUSPN Nomor 2 Tahun 1989 yang diikkuti Peraturan
Pemerintah Nomor 28 dan 29 tahun 1990 serta Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 054/U/1/1993 tentang MI, MTs, dan MA wajib
memberikan bahan kajian sekurang-kurangnya sama dengan SD, SLTP dan
SMU dan ketentuan yany menyatakan bahwa MI, MTs dan MA adalah sekolah
umum yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen
Agama.™

Berbeda dengan Undang-Undang “kependidikan sebelumnya, UUSPN
Nomor 2 Tahun 1989 ini mencakup.-ketentuan! tentang semua jalur dan jenis
pendidikan.  Jika pada Undang-Undang sebelumnya pendidikan nasional
bertumpu pada sekolahyanaka 'dalam-UTUSPNani pendidikan nasional mencakup

jalur sekolah dan luar sekolah, 'serta-meliputi jénis-jenis pendidikan akademik,
pendidikan profesional, pendidikan kejuruan;danpendidikan keagamaan.*
Implikasi dari UUSPN terhadap pendidikan madrasah dapat diamati pada

kurikulum dari semua jenjang madrasah, mulai dari Ibtidaiyah, Tsanawiyah,

sampai dengan Aliyah. Secara umum, penjenjangan itu pun paralel dengan

Husni Rahim, Op. Cit, hal. 138-139.

*Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989, Cet. 1 (Jakarta:
Golden Terayon Press, 1994).
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penjenjangan pada pendidikan sekolah umum, mulai dari Sekolah Dasar,
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, sampai dengan Sekolah Menengah Umum.
Di bawah ketentuan yang terintegrasi itu, Madrasah Ibtidaiyah pada dasarnya
adalah Sekolah Dasar berciri khas Islam; Madrasah Tsanawiyah adalah Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama berciri khas Islam. Kedua-duanya, MI dan MTs,
termasuk kategori pendidikan dasar. Sedangkan Madrasah Aliyah, pada
dasarnya dikategorikan sebagai Sekolah Menengah Umum berciri khas Islam.
Kemudian, pada perkembangan berikutnya, kebijakan pemerintah terhadap
pengembangan madrasah semakindjelasq) Padd masa pemerintahan reformasi,
penegasan komitmen pemerintali; dalam™ pengembangan madrasah semakin
dipertegas kembali dengan keluarnya /Undang-Undang Sistem Pendidikan
Nasional Nomor 20 Tahun 2003 y4ang mengisyaratkan perlunya pengembangan
pendidikan secara otonomi | di /era- otenomi “daerah. Sebab, pendidikan
merupakan bagian dari aspek -yang /diotonomikan. Oleh karena itu,
penyelenggaraan pendidikan umdm) | termastk, | mddrasah, dilakukan oleh
Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Pusat. Hal itu tercermin pada Pasal 11
ayat (1); “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan

kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi

setiap warga negara tanpa diskriminasi”.*

¥ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistemn Pendidikan
Nasional (Jakarta: PT Kloang Klede Putra Timur, 2003), hal. 8.
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Dengan keluarnya UUSPN tersebut, maka tuntaslah kebijakan pemerintah
dalam mengiuntegrasikan pendidikan madrasah dalam Sistem Pendidikan
Nasional. Dalam UUSPN itu terkandung beberapa aspek penting dan strategis
bagi pengembangan madrasah dimasa mendatang, yaitu: Pertama, pendidikan
nasional menjadikan pendidikan agama sebagai salah satu muatan wajib dalam
semua jalur dan jenis pendidikan. Kebijakan ini tentu sangat berarti dalam
proses integrasi pendidikan secara nasional karena telah meyakinkan khususnya
kaum muslimin bahwa Sistem Pendidikan Nasional tidak bercorak sekuler.
Kedua, dalam sistem Pendidikan Nasionaly madrasah dengan sendirinya
dimasukkan ke dalam kategori pendidikan jalursekolah formal. Jika sebelum ini
terdapat dualisme antara sekolah‘dan madrasah, maka dengan kebijakan inik
dapat dikatakan bahwa madrasali pada hakekatnya adalah sekolah. Ketiga,
meskipun madrasah dibéristatis péndidikanjaluf sekolah-formal, tetapi sesuai
dengan jenis keagamaan dalam sistem pendidikan nasional, madrasah memiliki
jurusan khusus ilmu-ilmu syasi‘ah.

Jadi, kebijakan pemerintah terhadap pendidikan madrasah puncaknya
adalah berupa kebijakan pengintegrasian sistem pendidikan madrasah ke dalam
sistem pendidikan nasional. Integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan
nasional dengan demikian bukan merupakan integrasi dalam artian
penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, termasuk madrasah oleh

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi lebih pada pengakuan yang
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lebih mantap bahwa madrasah adalah bagian dari sistem pendidikan nasional
walaupun pengelolaannya dilimpahkan pada Departemen Agama. Dengan tetap
mengacu pada dasar, tujuan, dan kurikulum pendidikan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang secara nasional, Deartemen Agama memiliki
kewenangan untuk mempola model dan proses pendidikan pada semua jenis

dan satuan pendidikan keagamaan, termasuk madrasah secara kreatif.

B. Tinjauan tentang Otonomi Daerah
1. Latar Belakang Lahirnya UU Nomor 22/ Tahun 1999

Berbagai pendapat dan pandangah telah banyak dilontarkan orang terhadp
kelahiran UU Nomor 22 Tahun 1999. | Ada yang menganggap UU Nomor 22
Tahun 1999 terlalu luas memberikan, kewenangan kepada daerah, sehingga
dengan keleluasaan yang dimiliki oleh daerah dikhawatirkan akan menimbulkan
perpecahan karena terkotak-kotaknya antara daerah yang satu dengan daerah
yang lain, dan tidak terkendalinya oleh Pemerintah Pusat, yang akhirnya daerah
yang merasa sangat berkuasa akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Bahkan ada yang beranggapan bahwa dengan otonomi
daerah ini, dikhawatirkan akan memindahkan birokrasi pusat ke daerah dengan
segala ekses-cksesnya seperti KKN akan merajalela di daerah, arogansi
kekuasaan, egoisme kedaerahan, timbulnya raja-raja kecil di daerah, dan lain

sebagainya.
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Namun sebaliknya, ada pula yang beranggapan bahwa UU ini masih
berbau status quo, pemerintah yang menamakan dirinya scbagai pemerintah orde
reformasi nyatanya tidak reformis dan dalam memberikan otonomi kepada
daerah masih setengah hati, apalagi dengan adanya UU Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan
segala peraturan pelaksanaannya, dianggapnya masih menunjukkan adanya
arogansi pusat dengan pencerminan pembagian sumber-sumber keuvangan yang
tidak proporsional, tidak adil dan sangat berat ke pusat.

Dalam pada itu, sebagian masyarakat beranggapan bahwa UU Nomor 22
Tahun 199 mampu menjawab tuntutan demokrasi, desentralisasi dan otonomi
yang kini semakin nyaring terdengar, \sementara sebagian lainnya justru

menganggap bahwa UU Nomor*22~Tahun=1999 tersebut sebagai sumber

malapetaka bagi beberapa daerahtertefit-dan bahkantbagiIndonesia. *

UU Nomor 22 Tahun 1999"ahir-dalam’ sdasana euphoria setelah gerakan
reformasi berhasil menghentikan“pemierintahati~orde baru yang telah berkuasa
selama tiga dekade. Berbagai paradigma dan konsep strategis yarg digunakan
selama masa pemerintahan orde baru ini bukan ingin ditransformir kepada
paradigma baru, melainkan ingin diganti dengan paradigma dan konsep strategis

lain yang berbeda. Pergantian kearah perbedaan tersebut seringkali bersifat

HPande Radja Silalahi, “Implikasi Kebjjakan FEkonomi Pemerintah Pusat dan
Pembangunan Ekonomi di Daerah, dalam Jurnal CSIS, Tahun XXX1X, 2000, No. 1, hal. 87.
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diametraldan hitam-putih tanpa mempertimbangkan berbagai segi positif dari
paradigma dan konsep yang lama. Biasanya penggantian lebih keras daripada
transformasi.

Salah satu paradigma yang secara mendasar dipandang perlu diganti dalam
merancang UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah paradigma hubungan kekuasaan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam UU
Nomor 5 Tahun 1974 dan UU Nomor 5 Tahun 1979 yang dipandang bercorak
sangat sentralistis dan seragam bagi seluruh wilayah Indonesia.

Terlepas dari berbagai pandangan umuni yang berbeda, UU Nomor 22
Tahun 1999 telah lahir dan telah disahkan"pada tanggal 7 Mei 1999. Kebijakan
desentralisasi dan otonomi daeralf; yang telah-dituangkan dalam UU tersebut
merupakan strategi baru dalam ‘memasuki-era reformasi total dan dalam
menghadapi era globalisasivdan perdagangan, bebas/\ Bagaimanapun, UU ini
telah menelorkan paradigma bari-yang mengandung semangat demokrasi dan
otonomi kerakyatan.

UU Nomor 22 Tahun 1999 ini akan berdampak positif apabila
dilaksanakan sesuai dengan kejiwaannya, karena melalui UU tersebut
diharapkan dapat mengembangkan kehidupan demokrasi, peran serta, prakarsa
dan pemberdayaan masyarakat, serta terpeliharanya nilai-nilai keanekaragaman
daerah. Pembangunan ekonomi daerah, melalui pengembangan agribisnis dan

potensid aerah lainnya diharapkan akan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi
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nasional, yang pada gilirannya efektifitas, efisiensi pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat yang berkeadilan, akan semakin meningkat.

Walaupun demikian, tidak setiap UU secara otomatis dapat dilaksanakan
dan dijalankan dengan baik, melainkan diperlukan ada semacam guide-lines
sebagai acuan untuk menginterpretasikan dan menjelaskan sesuatu dalam
berbagai pasal dalam UU yang memerlukan Kklarifikasi, sekalipun mungkin
dalam penjelasan pasal UU tersebut disebutkan cukup jelas. Suatu undang-
undang merupakan keputusan politik dan merupakan kebijakan yang harus
diimplementasikan. Implementasi; kebijakan tidak hanya sekedar mekanisme
bagaimana menterjemahkan tujuafi-tujian‘kebyakan kepada prosedur rutin dan
teknik, melainkan lebih daripada|itu, melibatkan berbagai faktor, seperti faktor
sumber daya, hubungan antar unit organisasi,~tingkat-tingkat birokrasi sampat
kepada golongan politik tertentu yang mungkin menéntang terhadap kebijakan
yang sudah ditetapkan.

Pelaksanaan suatu undang-undang tidak-dapat dipandang sebagai tindakan

teknik dan administrasi semata-mata, melainkan juga tindakan polittk. Menurut

Grindle¥, keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada

tercapainya hasil {(oufcomes) tergantung kepada kegiatan program yang telah

*Merilee S. Grindle, Politics and Policies Implementation in the third World (New York:
Princeton University Press, 1980), hal. 7 dan 11.
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dirancang dan pembiayaan yang cukup, disamping dipengaruhi oleh dua hal,

yaitu content of policy dan context of implementation.

Cheema dan Rondinelli (1983) sebagaimana dikutip oleh E. Koswara®

dalam memperkenalkan teori “implementasi kebijakan”, orientasinya
menekankan kepada hubungan pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi
implementasi kebijakan desentralisasi kepada lembaga daerah di bidang
perencanaan dan administrasi pembangunan. Ada dua pendekatan dalam proses
implementasi kebijakan yang sering-dikacaukam;.yaitu: (1) suatu cara pendekatan
yang sering disebut the compliance dppreact|yaitu suatu pendekatan yang
menganggap implementasi itu tidak lebihdari soal teknik dan rutin belaka. Ini
adalah suatu proses pelaksanaan yang-tidak-mengandung unsur-unsur politik
yang perencanaannya sudah ditetapkan sebelumnya oleh para pimpinan politik.
Para administrator atat-implementater biasanya terdifi'dari pegawai biasa yang
tunduk kepada petunjuk dari para ‘pemimpin”politik tersebut; dan (2) suatu
pendekatan yang disebut 'the pofiticdl ‘approach; yaitu* suatu pendekatan yang
memandang bahwa administrasi itu merupakan bagian integral yang tidak
terpisahkan dari proses penetapan kebijakan, dimana kebijakan itu dirubah,
dirumuskan kembali, bahkan menjadi beban berat dalam proses implementasi.

Jadi, membuat implementasi menjadi kompleks dan tidak bisa diperhitungkan.

*E. Koswara, Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat, Cel. |
{(Bandung: Yayasan Pariba, 2001), hal. 98-99.
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Dengan kedua pendekatan tersebut, umumnya negara-negara berkembang
seperti Indonesia, lebih suka menggunakan pendekatan the compliance approach
daripada memakai political approach. Scbagaimana negara Indonesia dalam
memberlakukan UU Nomor 22 Tahun 1999 begitu saja dilakukan tanpa ada
sosialisasi, internalisasi atau guide-lines yang memadai dari pemerintah,
akibatnya timbul multi-interpretasi, perbedaan eprsepsi, yang pada gilirannya
mengakibatkan friksi-friksi dan controversial dalam pelaksanaannya di lapangan,

baik di pusat maupun di daerah.

Dalam pandangan KoswaradKertapradja'/, minimal ada beberapa latar

belakang pemikiran lahirnya UU Nomor22 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai ypaya mewuyjudkan’ landasan hukum yang kuat bagi
penyelenggaraan otonomi dagrahl daldm rangka penetapan kebijakan
desentralisasi dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk
menjadikan daerah; otonimi- yang-~mandiri, dalam naungan sistem
pemerintahan WKRT.

2. Pemberian keleluasaanevang pada hakekatnya diberikan kepada
masyarakat daerah scbagai kesattian’' maSyarakat hukum, dilaksanakan
atas dasar prinsip-prinsip~demokrasi;~ peranserta dan oto-aktivitas
masyarakat, pemerataan —“dan’‘~keadilaf;"* serta memperhatikan
heterogenitas daerah dan perbedaan setempat.

3. Memberdayakan peran dan fungsi DPRD, baik sebagai badan legislatif
daerah maupun sebagai badan pengawas atas pelaksanaan kebijakan
daerah yang dijalankan oleh Kepala Daerah, serta penyalur aspirasi
masyarakat sebagai sarana pengembangan demokrasi, dalam rangka
menjalankan prinsip-prinsip partisipasi dan transparansi.

4. Memantapkan hubungan antara DPRD dan Kepala Daerah, terutama
dalam perwujudan akuntabilitas publik yang mendudukan Kepala
Daerah bertanggung jawab kepada DPRD, dalam rangka menjalankan

YE. Koswara Kertapradja, Revisi Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan

Daerah: Mewujudkan Hubungan Harmonis antara Legislatf dan Eksekutif Daerah dalam
Konsep NKRI (Bandung: Unisba, 2003), hat. 3.
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prinsip kepercayaan (akseptabilitas dan kredibilitas), serta meletakkan
hubungan kemitraan dan kesejajaran institusional antara DPRD dengan
Kepala Daerah, dengan tujuan untuk menciptakan kerjasama yang erat
antara kedua institusi tersebut, menjaga dan memelihara stabilitas
pemerintahan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

5. Untuk mendudukan kembali posisi desa atau dengan nama lain, sebagai
eksatuan masyarakat hukum terendah, yang memiliki hak asal-usul dan
otonomi asli, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
NKRI.

6. Untuk mengantisipasi perkembangan ekadaan, baik di dalam neger,
maupun tantangan persaingan global, yang mau tidak mau pengaruhnya
akan sangat dirasakan oleh daerah-daecrah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diasumsikan di sini bahwa latar

belakang lahirnya Undang-Undang Nomot/22 Tahun 1999 adalah untuk lebih
memberdayakan potensi daerah guna mendukung penguatan keutuhan wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam berbagai aspeknya.

2. Hakekat Otonomi Daerah dalamKerangka U Nomor 22/1999

Berdasarkan UUD 11945, Indonesia-merypakan/negara berbentuk kesatuan
(enheidsstaaf). Hubungan dan _mekanisme /aptara Pemerintahan Pusat dan
Daerah merupakan suatu| coaditiol sinequa-non-daldm negara yang berbentuk
kesatuan seperti Negara Republik Indonesia, dalam negara yang berbentuk
kesatuan tidak mungkin ada daerah yang bersifat sfaatz  Konsekkuensi yang
muncul pasti akan timbul hubungna hukum (rechtsbetrekking) antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam negara-negara
berkembang, sangat tergentung kepada sistem yang digunakan dalam pengaturan

terhadap hubungan tersebut. Secara teoritis, ada dua model sistem yang dapat
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digunakan, yakni sistem sentralisasi dan desentralisasi Kedua sistem tersebut
hanyalah terbatas sebagai model, sebab secara empiris di seluruh dunia dewasa
ini sudah tidak ada satupun negara yang secara ekstrim pemerintahannya bersifat
sentralistik, sebaliknya juga tidak ada yang sepenuhnya bersifat desentralistik.

Dalam sistem sentralisasi semua kewenangan ada pada Pemerintahan Pusat
yang berarti semua Daerah terkooptasi oleh Pemerintah Pusat. Dalam sistem
desentralisasi terjadi penyerahan kewenangan Pemerintahan Pusat kepada
Daerah. Daerah yang mendapat kewenangan mengatur rumah tangganya
sendiri ini disebut desentralisasi otonomi.

Kewenangan otonomi yang Iuas”adalah keleluasaan Daerah untuk
menyelesaikan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang
pemerintahan, kecuali kewenangan /di'bidang-politik luar negeri, pertahanan
keamanan, peradilan,| moneter\ dan—fiskal ~agama /Serta~kewenangan bidang
lainnya yang akan ditetapkan dengan Pgraturad| Pemerintah. Di samping itu
keleluasaan otonomi mencakup puia kéwenangan yang utuh dan bulat dalam

penyelenggaraan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,

pengendalian dan evaluasi.

Dengan adanya kebijakan desentralisasi otonomi daerah, maka paling tidak

ada empat hal yang menentukan hubungan pusat dan daerah dalam otonomi

®Tjahya Supriatna, Akuntabilitas Pemerintahan dalam Administrasi Publik, Cet |
(Bandung: CV. Indra Prahasta, 2001), hal. 91.
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tersebut, yaitu: hubungan kewenangan, hubungan keuangan, hubungan

pengawasan, dan hubungan yang timbul dari susunan organisasi pemerintah
daerah.*

Dalam ha! hubungan kewenangan, antara lain bertalian dengan cara
pembagian urusan penyelenggaraan pemerintah atau cara menentukan urusan
rumah tangga daerah. Cara penentuan ini mencerminkan suatu bentuk otonomi
terbatas atau otonomi Iuas. Yang termasuk ke dalam kategori otonomi terbatas
adalah apabila: (1) Urusan-urusam rumah, tangga daerah ditentukan secara
enumeratif dan pengembangannya digfuridengan cara-cara tertentu pula; (2)
Apabila sistem supervisi atau pengawasan dilakukan sedemikian rupa sehingga
daerah otonom kehilangan kemandirian -“menentukan secara bebas cara-cara
mengatur dan mengelola rumah tangga daerahnya; dan (3) Sistem hubungan
keuangan antara pusat dan daerah, yaitu keterbatasard kemampuan keuangan ashi
daerah akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.

Kemudian, otonomi Tuas—biasanya bertdlak’ dari prinsip bahwa semua
urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah,
kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam negara-negara modern,
lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan, urusan
pemerintahan tidak dapat dikepali jumlahnya. Segala aspek kehidupan

bermasyarakat terutama yang berkaitan dengan pelayanan urusan dan

¥Tahya Supriatna, /bid, hal. 124
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kepentingan umum, baik dibidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya,
mungkin dan dapat menjadi urusan pemerintahan. Selain sangat luas, urusan
pemerintahan dapat senantiasa meluas sejalan dengna meluasnya tugas negara
dan atau pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Sejalan
dengan prinsip residual di atas, dengan sendirinya urusan rumah tangga daerah
menjadi sangat luas dan setiap saat mungkin meluas.

Hubungan kedua antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah dalam
kerangka otonomi daerah adalah hubungan pengawasan. Sistem pengawasan
juga menentukan kemandirian satuangiotonomi. Untuk menghindari agar
pengawasan tidak melemahkan ofonomi; maka sistem pengawasan ditentukan
secara spesifik baik lingkup maup@n tata cara pelaksanaannya. Karena itu hal-
hal seperti memberlakukan prinsip-“pengawasan umum” pada satuan otonomi
dapat mempengarchi [dan “membatasr kemandirian dacrah, Sebaliknya, tidak
boleh ada sistem otonomi yang sama sekali meniddakan pengawasan. Kebebasan
berotonomi dan pengawasannmerppakandua-sist,yang tidak terpisahkan dalam
negara kesatuan yang bersendikan otonomi. Pengawasan merupakan bandul
pengimbang agar kecenderungan desentralisasi dan sentralisasi tidak berayun
berlebihan sehingga yang satu membahayakan yang lain.

Hubungan ketiga pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka otonomi
daerah adalah hubungan keuangan. Hubungan keuangan pusat dan daerah

dimanapun dipandang menentukan kemandirian otonomi. Tetapi yang umum
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dipersoalkan adalah minimnya jumlah uang yang dimiliki daerah dibandingkan
dengan yang dimiliki pusat. Berdasarkan premis ini maka inti hubungan
keuangan pusat dan daerah adalah perimbangan keuangan. Dan yang disebut
perimbangan tidak lain adalah memperbesar sumber pendapatan asli daerah
schingga lumbung keuangan daerah dapat berisi iebih banyak. Dalam hal
hubungan keuangan ini yang terpenting adalah harus dikembalikan pada
pengertian dasar otonomi yaitu kemandirian daerah harus memiliki keleluasaan
untuk menentukan sendiri mengenai cara mengatur dan mengurus rumah
tangganya. Memperbesar sumberdumbung kéuangan daerah merupakan satu
cara yang mesti dilakukan agar keleluasaanZdapat diwujudkan, di samping
prasyarat lalin yang telah dikemukakan di atas: | Tetapi pembesaran sumber itu
tidak akan benar-benar menyebabkan daerah’ sepenuhnya berdin sendiri. Subsidi
senantiasa diperlukan dengan berbagai tujuansydi samping-mencukupi keuangan
daerah. Yang terpenting adalah seégala bentuk subsidi itu tidak akan mengurangi
kemandirian dan keleluasaanvdaerah. ) Pengertian) petimbangan keuangan pusat
dan daerah hendaknya tidak sekedar diartikan memperbesar sumber lumbung
keuangan daerah yang tetap menjamin kemandirian, keleluasaan, dan kekuasaan
daerah mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya, meskipun uang
tersebut berasal dari pusat seperti subsidi dan bantuan lainnya.

Atas dasar itulah, maka dalam rangka penguatan (enabling) birokrasi

Pemerintahan Daerah dan pemberdayaan (empowering) masyarakat, kebijakan
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otonomi telah mencoba diterapkan dengan penguatan melalui Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1999 dengan tujuan:

L.

3.

Meningkatkan demokrasi administrasi/manajemen pembangunan
daerah.

2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan.
3.
4. Memperhatikan potensi dan nilai-nilai lokal dalam proses pengelolaan

Meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan.

pembangunan daerah.
Memperhatikan  keanekaragaman daerah  dalam  pengelolaan

pembangunan daerah. ™

Jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya (UU Nomor

5/1974), maka UU Nomor 2271999 memiliki perbedaan yang prinsip.

Perbedaan tersebut antara lain:

1.

2.

Tingkat daerah otonomi,”dari dda tingkat (Tingkat I dan II) menjadi
tidak bertingkat.

Penekanan titik berat otonomi-pada Daerah Kabupaten dan Daerah
Kota, dari kombinasi desentralisasi dan desentralisasi menjadi hanya
desentralisasi

. Struktur kelembagaan Yserta~ ‘pembagian ‘tigaS—dan tanggungjawab

Pemerintah Daerah, dari jmenyatunya tanggungjawab Pemerintah
Daerah dan DPRD datam—Struktur” kelembagaan daerah menjadi
terpisah.

Kecenderungan kekuasaan;”dari “kecéndefungan centripetal menjadi
kecenderungan centrifugal.

. Akuntabilitas Pemerintah Daerah dan atau Kepala Daerah kepada

DPRD, dari hanya formalitas menjadi sangat menentukan.

Jumlah dan bidang kewenangan daerah, dari jumlah dan bidang yang
sangat terbatas menjadi jumlah dan bidang yang sangat luas, kecual
enam bidang yang ditetapkan menjadi wewenang Pemerintah Pusat.
Administrasi kepegawaian, dari administrasi kepegawaian yang
tersentralisasi menjadi terdesentralisasi.

*Tahya Supriatna, Ibid, hal. 92.
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8. Birokrasi pemerintahan dari birokrasi yang banyak memerlukan
persetujuan Pemerintahan Pusat (tergantung), menjadi birckrasi yang
lebih bersifat otonomi (tidak tergantung).

9. Pembangunan kerjasama luar negeri, dan sistem yang diatur secara
terpusat menjadi sistem yang dapat dikembangkan sendiri oleh Daerah.

10. Penguasaan laut, dari yang hampir sepenuhnya dikuasai oleh

Pemerintah Pusat menjadi hampir sepenuhnya dikuasai oleh Daerah.”
Di samping itu, UU Nomor 22/1999 ini adalah sebagai antisipasi terhadap

kecenderungan beberapa daerah yang ingin memerdekakan diri dan sebaga
upaya mengurangi berbagai dampak negatif dan berbagai kebijakan otonomi
sebelumnya.

Paradigma Pemerintah Da¢rah yang akan dikembangkan menurut UU
Nomor 22/1999 ini bertumpu paddynilai/démokratisasi, pemberdayaan dan
pelayanan, yaitu suatu Pemerintah Daerah Yang memiliki keleluasaan dan
pengambilan  keputusan yang/ terbaik |[dalam kewenangannya, untuk
mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya, dalam.mendukung kualitas
pelayanan publik yang diberikannya kepada,masyarakat. Dipihak lain untuk
menciptakan Pemerintah yang bersih, dan berwibawa, menjadi salah satu tema
utama dalam reformasi dewasa ini.

Jadi, otonomi daerah dalam kerangka UU Nomor 22/1999 itu hakikatnya
sangat jauh berbeda dengan undang-undang sebelumnya (UU Nomor 5/1974).
Perbedaannya terletak pada prinsip pembagian kewenangan antara

Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, UU Nomor

*'Tjahya Supriatna, Ibid, hal. 92-93.
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22/1999 memberikan nuansa yang lain dalam perkembangan Otonomi Daerah
di Indonesia. Konsep Otonomi Daerah yang dikembangkan merupakan
lompatan yang jauh ke depan, schingga konsep sentralisasi yang dianut UU
Nomor 5/1974 benar-benar diganti dengan konsep desentralisasi. Dengan
demikian perubahan-perubahan baik dalam aspek kewenangan, kelembagaan,
keuangan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang terjadi dalam Pemerintahan di
Daerah tidak bisa dihindari.

Sehubungan dengan diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 yang
mengatur tentang Pemerintahan | Daerah, maka prinsip-prinsip otonomi yang
dianut dalam undang-undang tersebutiadalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan otonomisdaerah dilaksanakan dengan memperhatikan
aspek demokrasi, keadilan,.  peémeérataan, serta potensi dan
keanekaragaman daerah.

2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan otonomi luas, nyata dan
bertanggungjawab:

3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada
Daerah Kabupaten dan-Daerali \Kota; sedangkan otonomi Daerah
Propinsi merupakan otonomi yang terbatas.

4. Pelaksanaan otonomi daérah)hars-dengan Konstitusi negara, schingga
tetap terjamin hubungan yang serast antara Pusat dan Daerah serta
antar Daerah.

5. Pelaksanaan otonomi daerah harus meningkatkan kemandirian Daerah
Otonom, dan karenanya dalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota
tidak ada lagi Wilayah Administrasi.

6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan
fungsi badan legislatif Daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi
pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam
kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan
kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur
sebagal wakil Pemerintah Pusat.
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8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari
Pemerintah Pusat kepada Daerah, tetapi juga dari Pemerintah Pusat dan
Daerah kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana,

prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan
pelaksanaan  dan  mempertanggungjawabkan  kepada  yang

menugaskannya. *

Dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yang terkandung dalam UU Nomor
22 Tahun 1999 tersebut, maka sendi-sendi otonom yang terkandung di dalamnya
mencakup: pembagian kewenangan (sharing of power), pembagian pendapatan
(distribution of income), dan kemandirian administrasi Pemenintah Daerah
(empowering).

Adapun dimensi-dimensi otonomi daerah yang terkandung dalam UU

Nomor 22 Tahun 1999 itu mencakip tigas dimensi, yaitu: dimensi politis, teknis,

dan ekonomis. *

Dari sudut politik, deSentralisasr-ini-dirnaksudkanuntuk mendemokrasikan
Pemerintah Daerah. Masyarakat-Daerall_harus/dapat dengan !eluasa memilih
Kepala Pemerintahannya “sendifi, ) membentuk fatau memilih lembaga
perwakilannya sendiri, serta menyusun dan membuat perdturan sendiri.
Intervensi pusat terhadap daerah harus dikurangi dan dibatasi, sehingga

kemandirian Daerah benar-benar dapat terwujud.

*!Tjahya Supriatna, fbid, hal. 96-97.

*Tjahya Supriatna, Ibid, hal. 97.
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Dalam bidang politik, otonomi seluas-luasnya harus ditandai dengan
semakin besarnya wewenang dan kemandirian DPRD. DPRD harus berwenang
dan secara mandiri memilih calon Kepala Daerahnya dan kemudian diresmikan
pengangkatannya oleh Pemerintah Pusat. DPRD juga harus berwenang
meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah yang tidak memenuhi harapan
rakyat. Terkait dengan hal ini, maka sangat relevan sckali adanya pencabutan
Dwifungsi ABRI, terutama pengangkatan anggota TNI dalam lembaga legislatif
secara eksekutif, seperti Gubernur dan Bupati/ Walikota.

Kemudian dari sudut teknis; pelaksanaan desentralisasi ditujukan untuk
memperoleh efisiensi dan efektivitaswyang’ maksimal dalam penyelenggaraan
Pemerintaahan Daerah. Hal ini meliputi/yrusan rumah tangga mana yang paling
cocok dan paling tepat dikerjakan-olehDaeral;’dan bidang pekerjaan apa yang
sebaiknya tetap dilakukan oleh lembaga Pemienntah Pusat;-serta kerjasama yang
bagaimana yang bisa dilakukan .Oleh beberapa ADaerah agar memperoleh hasil
yang sebaik-baiknya. Dengan perkataanslaim, aspekiteknis ini bersifat kasuitis,
tergantung pada situasai dan kondisi masing-masing Daerah.

Sejain itu, dengan pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya diharapkan
Daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri, karena Daerah mempunyai
kewenangan untuk menggali potensi daerah yang dapat menghasilkan, baik yang
berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia. DPRD sebagai

lembaga legisiatif berhak untuk mengawasi pelaksanaan APBD yang
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dilaksanakan oleh Pemerintah dengan kondisi yang demikian dapat diharapkan
terciptanya pemerintah yang bersih dan berwibawa (clean and strong

government), yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat.

C. Problematika Pengelolaan Madrasah dalam Kerangka Otonomi Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu bahwa lahimya
UU Nomor 22 Tahun 1999 berkaitan dengan sistem pembagian kekuasaan
antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang
tersebut telah dijelaskan pula bahwal kewenangan Pemerintah Pusat berkaitan
dengan bidang-bidang seperti: politik Jdwar hegeri, pertahanan keamanan,
peradilan, moneter dan fiskal, serta agama. ,Sedangkan masalah pendidikan
merupakan kewenangan Pemerintah. Daerah dalam pengelolaannya.
Persoalannya kemudian adalah bagaimana dengan status pengelolaan
pendidikan madrasah yang ada di daerah, terutama yang selama ini dikelola dan
berada di bawah nauangan Departemen Agama? Apakah masih berada di
bawah naungan Departemen Agama RI ataukah diserahkan sepenuhnya kepada
Pemerintah Daerah?

Dalam menjawab persoalan tersebut tentu saja masalah pengelolaan
madrasah mengalami dilematis. Sebab, apa pun pilihannya akan mengandung
resiko. Oleh karena itu, dalam melihat masalah tersebut dibutuhkan perspektif

yang multidimensi dan objektif. Di sini, keberadaan pendidikan madrasah, baik
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sebagai bagian dari sistem pendiidkan nasional maupun kualitasnya yang rata-
rata masih rendah harus dijadikan titik tolak dalam pembahasan.

Ada beberapa hal yang perlu diketengahkan dalam perbincangan tentang
status madrasah ke depan, yaitu: perfarna, perlu melihat setting sejarah kehadiran
madrasah di masyarakat. Hal ini penting agar peranserta masyarakat atau
keswadayaan yang merupakan basis pendukung kelangsungan hidup madrasah
ini tidak terabaikan, bahkan akan terus dijadikan modal dasar untuk melakukan
peningkatan kualitas madrasah.

Kedua, secara de facto keberadaangmadrasah di tengah-tengah masyarakat
telah mendapat pengakuan, Makfia kehadirannya tidak diragukan lagi. Hanya
saja secara de jure madrasah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan
nasional baru tampak secara tegas'setelah~/lahir Undang-Undang Sistem
Pendidikan Nasional Nomor 2 ‘[ahun 1989 duatifikdsi ‘Beberapa dekade yang
lalu dan bahkan dimulai sejak pemerintah’kolonial Belanda, institusi pendidikan
madrasah ini terkesan dibiarkan tumbublndenganysendirinya sebagal indigenous
institution. Sentuhan-sentuhan pemerintah yang dapat mendorong terjadinya
eskalasi peningkatan mutu dirasa masih belum seimbang dibanding dengan
perlakuan yang diberikan ke sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan
Depdikbud. Dari politik anggaran misalnya, terdapat ketimpangan dalam
alokasi anggaran untuk lembaga pendidikan madrasah ini. Hal in1 mempunyai

hubungan dengan status dan garapan utama Departemen Agama. Perbedaan
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perlakuan anggaran untuk madrasah telah terjadi dan bahkan masih dirasakan
meskipun UUSPN Nomor 2 Tahun 1989 telah diratifikasi. Departemen Agama
Rl harus mengalokasikan dana yang diterimanya (bidang agama) untuk
pembinaan dan pengembangan madrasah agar lembaga ini dapat memberikan
pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai tuntutan masyarakat. Ketimpangan
yang mencolok mengakibatkan madrasah-madrasah pada satu dimensi
“tertinggal” dari sekolah-sekolah yang kini berada dalam naungan Depdikbud.

Ketiga, pandangan tentang proporsionalitas dan politik penyelenggaraan
pendidikan perlu dipertimbangkan.dalam jnelihat persoalan madrasah ke depan.
Pertanyaan yang acapkali munciil dalam -diskusi adalah siapa yang paling
otoritatif dalam menyelenggarakan pendidikan, | Dalam hal ini akan dijumpai
pandangan bahwa pendidikan $emestinya--berada dalam satu atap dan
Depdikbud dipandang| sebagal lembaga.-paling ototitatif ~Pandangan ini tidak
serta merta dapat diterima karena-alasan/bahwa'sebagian kaum mushim belum
yakin betul apabila madrasah atay pendidikan-agama diselenggarakan dalam
satu atap. Pertanyaan yang mungkin muncul adalah apakah integrasi madrasah
atau pendidikan agama dalam satu wadah tidak akan mereduksi
penyelenggaraan pendidikan agama. Dengan kata lain, hal 1itu akan
mempercepat proses sekularisasi.

Dalam kaitannya dengan isu otonomi daerah, maka isu otonomi

pendidikan semakin kencang berguiir. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang
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Pemerintahan Daerah menegaskan bidang kewenangan yang semestinya
diemban oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Lima bidang yang disebutkan di
atas (politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal,
serta agama) menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat,
sedangkan selebihnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah
daerah. Belum lagi dengan adanya UUSPN Nomor 2 Tahun 1989 yang
diperbaharui oleh UUSPN Nomor 30 Tahun 2003, yang menegaskan bahwa
sistem madrasah telah terintegrasi ke dalam sistem pendidikan nasional.

Merespon lahirnya UU Nomor 22 I'ahun 1999 tentang Otonomi Daerah
dan UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berarti
pilihan pengelolaan pendidikan miadrasah menjadi ganda, yaitu pada satu sisi
bisa bersifat sentralisasi, dan juga bisa'otonomit/penuh. Kedua pilihan tersebut
masing-masing mengandung resiko.

Jika pilihannya sentralisasi,~berarti/madrasah masih tetap dikelola oleh
Deartemen Agama dengan Segala reSikonya—Artinyaf madrasah dalam kerangka
UU Nomor 22 Tahun 1999 masuk dalam kategori bidang agama. Resikonya
adalah anggaran pengembangan dan pembinaan madrasah akan diambil dari
sumber anggaran keagamaan yang bersatu di Deartemen Agama. Sedangkan
jika pilihan otonomi penuh yang dipilih, berarti pengelolaan madrasah

sepenuhnya diserahkan kepada daerah tingkat II. Artinya, madrasah dalam
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kerangka UU Nomor 22 Tahun 1999 masuk kategori bidang pendidikan yang
harus diserahkan pengelolaannya ke pemerintah daerah atau Depdikbud.

Menurut hemat penulis, yang lebih aman adalah sebagaimana telah
ditegaskan dalam SKB Tiga Menteri pada tahun 1975 mengenai Peningkatan
Mutu Pendidikan pada Madrasah. Dalam SKB tersebut masing-masing
Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan
Kementerian Dalam Negeri memikul tanggungjawab dalam pembinaan dan
pengembangan pendidikan madrasah dengan pembagian sebagai berikut:

1. Pengelolaan madrasah dilakukanoleh Menteri Agama.

2. Pembinaan mata pelajaran ‘@gamia pada madrasah dilakukan oleh

Menteri Agama.

3. Pembinaan dan pengawasan| mutu, mata pelajaran umum pada
madrasah dilakukan olehSMendikbud, bersama-sama dengan Menteri

Agama dan Menteri Dalam Negeri.

Dengan cara seperti itu berartipengelolaan terthadap-pendidikan madrasah
masih tetap oleh Departemen ¢Agama., Namun, agar peningkatan mutu
madrasah semakin baik, , maka-sistem_pendanaannya harus ditunjang oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebesar 20% yang diambil dari pos
anggaran pendidikan, bukan dari anggaran keagamaan. Konsep ini tentu saja
sejalan dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 terutama pasal 49 ayat (1)

yang menegaskan: “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan

*Maksum, Op. Cit, hal. 151.
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kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan
minimal 20% dari APBD".

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan
pendidikan madrasah dalam kerangka otonomi daerah harus berbentuk model
semi otonomi sentralistik dengan cara membagi kewenangan masing-masing
departemen dan pengalokasian anggaran pendidikan secara proporsional.
Problematikanya berkaitan dengan masalah penetapan anggaran, penetapan guru
madrasah, dan penetapan honor bagi guru madrasah. Problematika ini
dirasakan oleh para pengelola madrasah di daerah. Hal ini disebabkan karena
belum adanya payung hukum yang'menaungi pengelolaan madrasah secara jelas,
terutama petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang kewenangan masing-
masing instansi yang terlibat, yaitu Departemen Agama, Pemerintah Daerah,

dan Departemen Pendidikan Nasignalk
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GAMBARAN UMUM PERKEMBANGAN MADRASAH
SEBELUM TERBITNYA UU OTONOMI DAERAH

DI KABUPATEN TASIKMALAYA

A. Gambaran Umum Kabupaten Tasikmalaya

Secara geografis letak wilayah Kabupaten Tasikmalaya berada di antara
7°02’ dan 7°50’ Lintang Selatan serta 107°57" dan 108°25’ Bujur Timur dengan
batas-batas wilayah sebagai berikutnS¢belah Utara berbatasan dengan Kabupaten
Ciamis dan Kabupaten Majalengka. | Sebelah Timur berbatasan dengan
Kabupaten Ciamis. Sebelah Selatan (berbatasan dengan Samudera Indonesia.
Dan, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Garut.

Wilayah kecamatan yang paling tinggi adalah Kecamatan Taraju, yaitu
berada pada ketinggian 800, meter dari permukaan laut, sedangkan wilayah yang
paling rendah adalah Kecamatan Cikalong dengan ketinggian 25 meter di atas
permukaan laut.

Keadaan topografi Kabupaten Tasikmalaya cukup baik karena sebagian
besar merupakan tanah daratan dan tanahnya terdiri dari jenis lotosal yang baik
untuk persawahan, tegalan dan pertanian pada umumnya dengan produktiviias
sedang sampai tinggi. Tingkat curah hujan rata-rata per tahun antara 2000-3000

mili meter. Di samping itu kabupaten ini telah dilewati sungai yang telah

80
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dimanfaatkan secara baik untuk pengairan (teknis) terutama untuk tanaman padi
dan empang.

Luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya adalah 284.644 hektar atau 2.846
km’>. Sebagian besar yaitu seluas 229.097 hektar atau 2.291 km* atau 80,49%
merupakan tanah darat/bukan sawah, dan selebihnya yaitu seluas 55.547 hektar

atau 555 km’® atau 19,51% lagi merupakan tanah sawah. Selengkapnya dapat

dilihat pada Tabel I berikut:
TABEL I
LUAS PENGGUNAAN TANAHDIKABUPATEN TASIKMALAYA

NO PENGGUNAAN TANAH LUAS (Ha)

1 | Pekarangan 20.267

2 | Tanah Kering Lainnya 203.972

3 | Kolam/Tebat/Empang 4.831

4 | Rawa 15

5 | Tambak 12

6 | Persawahan 55.547

> Jumlab 284.644

Sumber: Buku Kabupaten Tasikmalaya dalam Angka, 2003/2004.

Berdasarkan data kependudukan per 25 September 2004, penduduk
Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 1.971.014 orang, menghuni wilayah seluas
2.741,14 km® sehingga kepadatan penduduknya adalah sebanyak 719 orang per
km®. Dari jumlah penduduk sebanyak itu terbagi menjadi 978.685 orang laki-laki
dan 992.329 orang perempuan sehingga perbandingan sex rationya adalah 99%,
dalam artian lebih banyak penduduk perempuan. Namun demikian, ada juga
wilayah kecamatan vyang jumlah penduduk Ilaki-lakinya lebih banyak

dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan di atas 100%, seperti
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Kecamatan Bantarkalong dan Kecamatan Jamanis yang sex rationya mencapai
103%, dalam arti lebih banyak perempuan.

Kemudian, dilihat dari aspek administrasi pemerintahan, wilayah
Kabupaten Tasikmalaya terbagi ke dalam 9 (sembilan) Wilayah Pembantu
Bupati (Kewedanaan), 39 kecamatan, 12 perwakilan kecamatan, dan 412 desa.

Dilihat dari aspek ketenagakerjaan, jumlah pencari kerja di wilayah
Kabupaten Tasikmalaya masih tinggi. Selama kurun waktu tahun 2003/2004
tercatat scbanyak 9.567 orang yang terdiri dari 4.551 orang atau sekitar 47,57%
laki-laki dan 5.016 orang atau sekitar 42¢43% petempuan. Jumlah pencari kerja
sebanyak itu yang sudah ditempatkan.{telab’ mendapat pekerjaan) adalah 2.663
orang atau sekitar 27,84%, sedangkan sisanyaiyaitu sebanyak 8904 orang atau
72,16% lagi masih menunggu kesempatan untuk mendapatkan penempatan.
Kebanyakan mereka bekerja' di\séktor swastas, Para pencasi kerja sebagaimana
tersebut di atas, kebanyakan ataw)sekitdr)\6/068 atau 63,37% adalah lulusan
SLTA, sedangkan lulusan Perguruan Tinggisebnayak/I\689 orang atau 17,65%.

Penduduk Kabupaten Tasikmalaya juga ada yang mengikutl program
transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan data
tercatat jumlah para transmigran dari Kabupaten Tasikmalaya terus mengalami
penurunan dari tahun ke tahun, yaitu hanya 11 KK atau 43 orang pada tahun

2004.
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Selanjutnya, gambaran umum Kabupaten Tasikmalaya dilihat dari aspek
pendidikan selama kurun waktu tiga tahun (2002-2004) terus mengalami
perkembangan, yaitu: TK sebanyak 156 buah, SD sebanyak 1.371 buah, SLTP
sebanyak 125 buah, SMU sebanyak 42 buah, SMK sebanyak 21 buah, dan
Perguruan Tinggi sebanyak 20 buah.

Pada bidang kesechatan, dilihat dari jumlah pasien yang dirawat inap di
Rumah Sakit Umum, ternyata mengalami penurunan selama kurun waktu dua
tahun (2003-2004). Pada tahun 2003 yang lalu, jumlah pasien yang dirawat inap
di RSU sebanyak 17.429 orang, sedangkan pada tahun 2004 hanya 15.030 orang.
Kebanyakan pasien yang dirawat inapdi RSU menderita penyakit dalam, seperti
jantung, gula, darah tinggi, dan lainnya.

Kemudian, jumlah peserta Keluarga‘Berencana (KB) pada tahun 2004 ini
relatif menurun dibandingkan tahun-2003 yang lalu{ yakni dari 273.614 orang
(tahun 2003) menjadi 254.275 ordng (tahtin, 2004) atau menurun sekitar 7.07%.
Kebanyakan para peserta |KB menggunakan alat Xontrasepsi suntik, dengan
perbandingan: 118.590 orang (46,64%) XB suntik, 81.001 orang (31,86%) KB Pil,
dan KB IUD sebanyak 32.662 orang atau 12,85%.

Gambaran umum lainnya yang perlu dijelaskan adalah aspek agama.
Berdasarkan catatan yang ada di Kantor Departemen Agama Kabupaten
Tasikmalaya, mayoritas penduduk Kabupaten Tasikmalaya memeluk agama

Islam dengan perbandingan: Islam 1.934.419 orang atau 99,48%, dan sisanya



84
yaitu 0,52% pemeluk agama selain Islam, yaitu: Protestan 4.455 orang, Katolik
2.824 orang, Budha 2.421 orang, dan Hindu 292 orang.

Mayoritasnya jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya memeluk agama
Islam ditunjang pula oleh keadaan jumlah Pondok Pesantren, sehingga
kabupaten ini dikenal dengan “Daerah Santri”. Dari 39 kecamatan yang ada di
wilayah Kabupaten Tasikmalaya, jumlah Pondok Pesantrennya sebanyak 603
buah. Di samping itu ditunjang pula oleh keadaan jumlah jama’ah haji.
Memang selama kurun waktu empat tahun terakhir jumiah jama’ah haji
mengalami penurunan, yaitu: tahun 2001 sebanyak 1.720 orang, tahun 2002
sebanyak 1735 orang, tahun 2003 sebanyak-194 orang, dan tahun 2004 sebanyak
1.044 orang.

Dalam hal perkawinan, keadaannya“‘mengalami penurunan selama kurun
waktu dua tahun terakhin, yaitu pada-tahun 2003 sebanyak32.407 pasangan, dan
pada tahun 2004 tercatat sebanyak 22.899\pasangan. Sedangkan jumlah
perceraian mengalami peningkatan, yaknis tahun2003-sebanyak 2.522 pasangan,
dan tahun 2004 sebanyak 2.579 pasangan.

Ada beberapa alasan terjadinya peningkatan dalam perceraian, di antaranya
yaitu sebagat berikut:

1. Perceraian yang disebabkan karena tekanan ekonomi , yaitu sebanyak 1.904

orang atau 73,86%.
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Perceraian yang disebabkan karena tidak harmonisnya hubungan rumah

tangga mereka, yakni sebanyak 322 pasangan atau 0,12%.

. Perceraian yang disebabkan karena gugat cerai pihak isteri, yakni sebanyak

233 pasangan atau 0,09%.

Perceraian yang disebabkan oleh krisis akhlak suami, yakni sebanyak 99
pasangan atau (,04%.

Perceraian yang disebabkan karena cemburu, yakni sebanyak 9 pasangan
atau 0,003%.

Perceraian yang disebabkan karenagcacat fisik, yakni sebanyak 7 pasangan

atau 0,002%.

. Perceraian yang disebabkan karena selingkuh, yakni sebanyak 4 pasangan

atau 0,001%.

Perkembangan Pendidikan Madrasah sebelum Terbitnya UU Otonomi
Daerah di Kabupaten Tasikmalaya

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 1999 yang Ilalu telah

diberlakukan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pembagian Kewenangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang ini berkaitan erat

dengan Otonomi Daerah, yaitu pengaturan tentang bidang-bidang yang menjadi

kewenangan Pemerintah Daerah, salah satunya adalah kewenangan dalam

pengelolaan pendidikan madrasah.
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Berdasarkan hasii wawancara dengan pihak Departemen Agama
Kabupaten Tasikmalaya, diperoleh keterangan, bahwa sebelum diberlakukannya
UU Nomor 22/1999 hingga tahun 2003, pengelolaan pendidikan madrasah
dilakukan oleh Departemen Agama, yakni oleh Seksi Perguruan Agama Islam
atau sekarang bernama Madrasah dan Pendidikan Keagamaan pada Sekolah
Umum (Mapenda), karena mengingat masalah pendidikan madrasah tidak
termasuk ke dalam bidang yang diotonomikan.”

Kemudian, berdasarkan Undang-undang. Nomor 22 Tahun 1989 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN),»maka pendidikan madrasah sebagai
bagian dari Sistem Pendidikan |Islamppun diselenggarakan dan dibina oleh
Departemen Agama. Dengan masuknya.madrasah dan pesantren ke dalam
kesatuan Sistem Pendidikan Nasional mengharuskan dilakukannya penyesuaian-
penyesuaian dalam penyelenggaraan_dan‘\pembinanhya -déngan ketentuan dan
pokok pikiran yang terdapat.tdalam\UUSPN dan semua peraturan
pelaksanaannya.™

Di antara ketentuan tersebut adalah ketentuan pada Pasal 14 UUSPN yang
menetapkan bahwa anak yang telah mencapai umur 6 tahun dapat mengikuti
pendidikan dasar dan mereka yang telah menginjak umur 7 tahun wajib

mengikuti pendidikan dasar.  Sebagai konsekuensi dari kebijakan yang

¥ Wawancara dengan Kasi Mapenda Kandepag Kabupaten Tasikmalaya, H. Syahban
Hilal, SH., tanggal 05 Oktober 2004.

* Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Tasikmalaya,
Drs. Yayan, tanggal 06 Oktober 2004.
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menetapkan bahwa semua anak usia antara 7-15 tahun harus mengikuti
pendidikan dasar, semua lembaga-lembaga pendidikan yang menampung anak
didik usia antara 7-15 tahun harus menjadi bagian pendidikan dasar secara penuh
termasuk Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah. Konsekuensi ini
telah tertuang dalam peraturan perundangan, vyaitu pada pasal 3 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar yang
menetapkan bahwa Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah adalah SD
dan SLTP yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen
Agama.”

Sebagai realisasi dari PP Nomota28: Tahtn 1990 Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 0487/U/1992 Tahun 1992
dan Nomor 054/U/1993 yang antara lain menetapkan bahwa Madrasah
Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah\Tsdfiawigah (MTs)~waji) memberikan bahan
kajian sekurang-kurangnya sama.dengan-SIDYSLTP. Ini berarti tidak ada
perbedaan lagi antara MI/MTs.dengan SD/SI-IP selain ciri khas agama Islam
pada MI/MTs.*®

Dalam rangka menindaklanjuti SK-SK Mendikbud tersebut telah
dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 368 dan 369 Tahun 1993,

masing-masing tentang Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah

°*’ Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Tasikmalaya,
Drs. Yayan, tanggal 06 Oktober 2004.

* Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Tasikmalaya,
Drs. Yayan, tanggal 06 Oktober 2004.
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Tsanawiyah, Penetapan madrasah menjadi sekolah umum juga dilakukan
terhadap Madrasah Aliyah (setingkat SL'TA). Sebagai satuan pendidikan dalam
jalur pendidikan sekolah pada jenjang pendidikan menengah adalah PP Nomor
29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. Dalam PP Nomor 29 tersebut
ditegaskan bahwa pada jenjang pendidikan menengah, terdapat bentuk-bentuk
satuan pendidikan, yaitu: sekolah keagamaan, sekolah menengah kedinasan dan
sekolah menengah luar biasa.™
Berdasarkan Surat Keputusan Menter: Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
0489/1U/1992 Tahun 1992 tentang<Sekolah Menengah Umum, ditetapkan bahwa
Madrasah Aliyah adalah Sekolah /Menengah Umum yang berciri khas agama
Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. Dalam SK Mendikbud
tersebut juga ditegaskan bahwa Madrasah “Aliyah wajib memberikan bahan
kajian sekkurang-kurangnyasama/dengan-Sekolah Menengah Umum (SMU).*
Dalam rangka menindaklamjuti Keputusan Mendikbud di atas, telah
dikeluarkan Surat KeputusansMenter) Agama Nomor\370 Tahun 1993 tentang
Madrasah Aliyah. Selain Madrasah Aliyah sebagai SMU berciri khas agama
Islam yang penyelenggaraannya didasarkan pada SK Mendikbud Nomor
0489/0U/1992, Departemen Agama juga berkewajiban menyelenggarakan

sekolah menengah keagamaan berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 1990 pasal 11

¥ Wawancara dengan Kepala Seksi Mapenda Kandepag Kabupaten Tasikmalaya,
H. Syahban Hilal, SH., tanggal 05 Oktober 2004,

* Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Tasikmalaya,
Drs. Yayan, tanggal 06 Oktober 2004.
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ayat (2) yang menegaskan: “Tanggung jawab pengelolaan sekolah menengah
keagamaan dilimpahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada
Menteri Agama”. Sekolah menengah keagamaan ini berdasarkan KMA Nomor
371 Tahun 1993 dinamakan Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK).*

Pada  tingkat pendidikan  prasekolah,  Departemen  Agama
menyelenggarakan Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA) yang
keberadaannya didasarkan pada KMA Nomor 367 Tahun 1993. Dalam
Keputusan tersebut ditetapkan bahwa RA/BA adalah Taman Kanak-kanak
berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama.®

Jadi, sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Otonomi Daerah, pengelolaan madrasah dari tingkat pusat hingga daerah tingkat
II, termasuk di Kabupaten Tasikmalaya, - -diserahkan sepenuhnya kepada
Departemen Agama berikut tanggung jawab. pémbifiaannya, yaitu oleh Seksi
Mapenda (dulu Pergurais). Dalam hal ifi pthak Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan serta Pemerintah| Daérah! tidak- berweniang mengelola madrasah.
Dengan demikian, pada jalur pendidikan sekolah satuan pendidikan pada tingkat
prasekolah, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah yang

pembinaannya dilakukan oleh Ditjen Binbaga Islam adalah sebagai berikut:

® Wawancara dengan Kepala Seksi Mapenda Kandepag Kabupaten Tasikmalaya,
H. Syahban Hilal, SH., tanggal 05 Oktober 2004.

% Wawancara dengan Kepala Seksi Mapenda Kandepag Kabupaten Tasikmalaya,
H. Syahban Hilal, SH., tanggal 05 Oktober 2004.
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1. Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA), sebagai Taman Kanak-kanak
berciri khas agama Islam.

2. Madrasah Ibtidaiyah (MI), sebagai Sekolah Dasar yang berciri khas agama
Islam.

3. Madrasah Tsanawiyah (MTs), sebagai Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
yang berciri khas agama Islam.

4. Madrasah Aliyah (MA), sebagai Sekolah Menengah Umum yang berciri khas
agama Islam.

5. Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK)7 | sebagat Sekolah Menengah
Keagamaan.”

Pada jalur pendidikan luar sekolah, 'satuan pendidikan yang pembinaannya
dilakukan oleh Ditjen Binbaga Islam/adalah:'Pendidikan Keagamaan di pondok
pesantren yang dilakukan secara,individual dan Madrasah-Diniyah.

Di Kabupaten Tasikmalaya, sebelum’keloariya UU Nomor 22 Tahun 1999
tentang Otonomi Daerah| | pengeloladn “madrasah masih tetap dilakukan oleh
Departemen Agama melalui Seksi Perguruan Agama Islam. Jumlah madrasah
mulai dari RA/BA sampai Madrasah Aliyah yang dikelola oleh Departemen
Agama Kabupaten Tasikmalaya (sebelum ada pemisahan Kabupaten dan Kota
Tasikmalaya) selama kurun waktu tiga tahun (1998-2000) terus berkembang. Hal

ini sebagaimana terlihat pada Tabel II berikut.

® Wawancara dengan Kepala Kandepag Kabupaten Tasikmalaya, Drs. H. Cecep
Alamsyah, M. Ag., tanggal 05 Oktober 2004.
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JUMLAH MADRASAH, MURID DAN GURU PERIODE 1998-2000
SEBELUM BERLAKUNYA UU OTONOMI DAERAH

DI KABUPATEN TASIKMALAYA

JENIS JUMLAH/TAHUN
NO MADRASAH MADRASAH MURID GURU
1998 | 1999 | 2000 1998 1999 2000 1998 1959 2000
1 | Raudlatul Atfal 68 84 96 2.210 2.621 3.476 246 287 361
2 | MD 2493 | 2490 | 2493 | 307.237 | 307.287 | 291.519 | 8367 | 3418 3.367 |
3 | MISwasta 214 220 219 28.873 28.800 30.849 1.088 1.206 1.271
4 | MI Negeri 6 6 ] 1.197 1.272 1.332 51 55 53
5 | MTsSwasta 134 135 135 16.620 17.007 17.498 1.836 1.831 1.833
6 | MTs Negeri 12 13 13 5.366 5.659 5.976 299 352 352
7 | MA Swasta 29 35 39 2490 2.900 3950 407 515 653
8 | MA Negeri ) 3 [ 4470 4.942 5.098 224 282 304 |
- Jumlah | 2.964 | 2.991 | 3.009 | 368.463 | 370.488 | 359.698 | 12.518 | 12.946 | 13.194 |

Sumber Departemen Agama Kab. Tasikmalaya, Oktober 2004

Ket:

jauh lebih banyak dibandingkan déngan Madrasah Negeri.
merupakan problem tersendiri bagi:Departemen’Agama Kabupaten Tasikmalaya

khususnya, dan Pemerintahl Dactdhi=atad Depdikbud diumnya, di samping

MDD (Madrasah Diniyah), M1 (Madrasah‘fbtidaiyah); MTs (Madrasah Tsanawiyah); MA

(Madrasah Aliyah).

Berdasarkan data Tabel II di atasmampak bahwa jumlah Madrasah Swasta

penyebaran Madrasah Negeri yang.tidak merata.

pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya, khususnya pendidikan Islam, di mana

Kenyataan tersebut

Besarnya jumlah MaddrasaliSwasta, ini-meé€mang\berkaitan dengan sejarah

peran serta masyarakat dalam pengembangan madrasah sangat besar. Anggota

masyarakat, karena motivasi agama, banyak yang menyediakan tanah wakaf

atau dana pembangunan madrasah, sehingga jumlah Madrasah Swasta demikian

banyak seperti terlihat pada data Tabel I di atas. Prakarsa dan peran serta

masyarakat yang demikian besar dalam bidang pendidikan madrasah tersebut

merupakan suatu bukti besarnya peranan masyarakat.

Dalam kaitan inilah,
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pihak Departemen Agama maupun Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya merasa
bersyukur dengan perkembangan ini.*

Namun, dana yang dikumpulkan oleh masyarakat mushim dalam
pengembangan pendidikan modern dewasa ini sangat terbatas, sementara biaya
pendidikan semakin mahal, sehingga tuntutan untuk terus-menerus
menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi menyebabkan
madrasah terus-menerus ketinggalan dengan dunia pendidikan umum lainnya.
Pada umumnya, Madrasah Swasta berada dalam keadaan serba kekurangan
karena menampung siswa-siswa |dari kelvarga’ dengan tingkat sosial ekonomi
rendah. Akibatnya, biaya untuk menunjang kegiatan proses belajar-mengajar
kurikulum yang tinggi tingkat r¢levanginya dengan jenis-jenis pekerjaan yang
berkembang di dunia bisnis dan di-masyarakat dewasa ini yang mengarah ke
masyarakat industri, masih sangat/terbatas

Di sisi lain, karena kemampuan daldm penyelenggaraan pendidikan masih
terbatas, Pemerintah Dacrah dan Jpthak—Departémen Agama Kabupaten
Tasikmalaya, masih mengutamakan strategi pengembangannya pada sekolah-
sekolah negeri, khususnya dalam penyediaan tenaga guru dan pembagian alokasi
dana pembiayaan pendidikan lainnya. Padahal, berbeda dengan Depdikbud,

proses penegerian madrasah di Departemen Agama berjalan sangat lambat,

 Wawancara dengan Kepala Seksi Mapenda Kandepag Kabupaten Tasikmalaya,
H. Syahban Hilal, SH., tanggal 05 Oktober 2004.

® Wawancara dengan Kepala Seksi Mapenda Kandepag Kabupaten Tasikmalaya,
H. Syahban Hilal, SH., tangga! 05 Oktober 2004.
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sehingga jumlah Madrasah Negeri masih sangat kecil. Kelambatan itu
disebabkan karena Departemen Agama dianggap bukan sebagai unit yang
memeriukan perhatian dan prioritas untuk memperoleh dukungan dana dan
dukungan kelembagaan seperti Depdikbud. Masalah kecilnya jumlah madrasah-
madrasah negeri tersebut menjadi salah satu kendala dalam menyusun langkah-
langkah pembinaan madrasah oleh Departemen Agama di Kabupaten
Tasikmalaya.”

Walaupun jumlah Madrasah Negeri di Kabupaten Tasikmalaya relatif
sangat kecil dibandingkan dengan jumlah’ Madrasah Swasta, kebijakan
penegerian madrasah dilakukan sc¢¢ara Selektif > Departemen Agama Kabupaten
Tasikmalaya tidak berkeinginan untuk menegerikan madrasah-madrasah yang
sudah kuat. Kepada madrasah ‘swasta’/térsebut, Departemen Agama tetap
memberikan bantuan| pembinaan, karend “bagdimanapbn, kuatnya keuangan
madrasah-madrasah swasta, dalam bidang /\pendidikan iptek masih sangat
lamban.”

Untuk lebih memacu pengembangan dan kemajuan Madrasah Swasta
tersebut pihak Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya telah menempuh
upaya penetapan status madrasah melalui program Akreditasi Madrasah.

Program ini sesungguhnya adalah program Departemen Agama Pusat.

% Wawancara dengan Kepala Seksi Mapenda Kandepag Kabupaten Tasikmalaya,
H. Syahban Hilal, SH., tanggal 05 Oktober 2004.

° Wawancara dengan Kepala Kandepag Kabupaten Tasikmalaya, Drs. H. Cecep
Alamsyah, M.Ag., tanggal 05 Oktober 2004.
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Pelaksanaan program Akreditasi Madrasah oleh Departemen Agama Kabupaten

Tasikmalaya didasarkan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 310 Tahun

1989 tentang Status Madrasah Swasta di Lingkungan Direktorat Jenderal

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, sedangkan petunjuk pelaksanaannya

tertuang dalam Keputusan Dirjen Binbaga Islam Nomor 29/E/1990 tentang

Pedoman Akreditas Madrasah Swasta.”™

Tujuan dilakukannya Akreditas Madrasah terhadap Madrasah Swasta di

lingkungan Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1.

Mendorong dan meningkatkan mutu pendidikan melalui:

a. Pembakuan kurikulum ssudi dengan ketentuyan yang berlaku.

b. Tenaga kependidikan yang berkualitas.

c. Tersedianya prasarana/sarana pendidikan yang baik.

Mendorong terciptanya dan terpehiharanya ketahanan madrasah dan

lingkungannya.

. Mendapatkan bahan-bahan; bagi perencanaan dalam rangka pembinaan

madrasah yang bersangkutan.

. Melindungi masyarakat dari“usaha pendidikanyang kurang bertanggung

jawab.

. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang mutu pendidikan

madrasah.

Memudahkan pengaturan mutasi murid/siswa.”

% Wawancara dengan Kepala Seksi Mapenda Kandepag Kabupaten Tasikmalaya,

H. Syahban Hilal, SH., tanggal 05 Oktober 2004.

% Wawancara dengan Kepala Seksi Mapenda Kandepag Kabupaten Tasikmalaya,

H. Syahban Hilal, SH., tanggal 05 Oktober 2004.
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Akreditasi terhadap Madrasah Swasta yang dilakukan oleh Departemen
Agama Kabupaten Tasikmalaya itu dilaksanakan terhadap semua aspek
penyelenggaraan pendidikan yang meliputi komponen-komponen: kelembagaan,
kurikulum, administrasi sekolah, ketenagaan, murid/siswa, sarana/prasarana,
dan situasi madrasah. Berdasarkan akreditasi terhadap komponen-komponen
tersebut, ditetapkan jenjang status Madrasah Swasta, terdiri dari: status terdaftar,
diakui, dan disamakan. Status ini berlaku selama 5 tahun.”

Selain program akreditasi madrasah, upaya berikutnya Departemen Agama
Kabupaten Tasikmalaya dalam meningkatkan Kualitas madrasah adalah dengan
melakukan Madrasah Model. Sébagaimana telah dijelaskan terdahulu bahwa
pada madrasah (Ibtidaiyah, Tsafiawiyah, Aliyah) wajib memberikan bahan
kajian sekurang-kurangnya sama dengan-Sckolah Umums etingkat. Ketentuan
in1 secara implisit mengandung/ tuntutan “agar lulusan-madrasah sekurang-
kurangnya sama kualitasnya denganp lulusan Sekolah Umum setingkat. Hal ini
mendorong pihak Departemen Apamay Kabupaten \T'asikmalaya melakukan
usaha peningkatan mutu pendidikan pada madrasah melalui berbagai upaya.

Kepentingan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah di
Kabupaten Tasikmalaya juga didorong oleh kenyataan bahwa jumlah siswa yang
sekolah di madrasah ternyata cukup banyak sebagaimana terlihat pada Tabel 1 di

atas bahwa jumlah madrasah di Kabupaten Tasikmalaya secara keseluruhan

" Wawancara dengan Kepala Seksi Mapenda Kandepag Kabupaten Tasikmalaya,
H. Syahban Hilal, SH., tanggal 05 Oktober 2004,
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adalah 8964 buah selama periode 1989 sampai tahun 2000 dengan
perbandingan:

o Tahun 1998 sebanyak 2.964 buah

e Tahun 1999 sebanyak 2.991 buah

¢ Tahun 2000 sebanyak 3.009 buah

Dari jumliah tersebut siswa yang mengikuti pendidikan di madrasah di
Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 1.098.649 orang selama kurun waktu tiga
tahun terakhir (tahun 1998 sampai tahun 2000) dengan perkembangan:

o Tahun 1998 sebanyak 368463 orang siswa

e Tahun 1999 sebanyak 37(.488orang siswa

o Tahun 2000 sebanyak 359.698/0rang siswa

Jumlah sebanyak itu adalah aset umat, bangsa, dan negara yang berhak
memperoleh pendidikan/yang sebaik-baiknya-sehingga-dapat dapat melanjutkan
pendidikannya ke jenjang pendidikan-yang lebil'tinggi atau terjun ke masyarakat
dalam beberapa lapangan " 'pekerjaan " 'dengan' /modal pengetahuan dan
keterampilan yang memadai, apalagi Kabupaten Tasikmalaya dikenal sebagai
Kota Santri dengan visinya Religius [slami yang ditunjang oleh suburnya
perkembangan lembaga pendidikan agama.”

Salah satu upaya yang ditempuh oleh pihak Departemen Agama

Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya guna

"' Wawancara dengan Kepala Sub.Bagian Keagamaan Setda Kabupaten Tasikmalaya, Drs.
Ading Abdul Kodir, M.Ag., tanggal 07 Oktober 2004.
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meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah tersebut adalah membuat
madrasah model. Cara ini ditempuh dengan pemikiran bahwa untuk
meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah yang jumlahnya cukup banyak
tidak mungkin dilakukan sekaligus karena keterbatasan dana dan sumber daya
lainnya. Untuk itu perlu ditempuh cara imbas, yaitu membuat madrasah model
yang diharapkan akan mengimbas madrasah sekitarnya.™

Menurut Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya,
yang dimaksud dengan Madrasah Model adalah Madrasah Negeri yang memiliki
standard tertentu dari segl sarana prasardna, jumlah dan kualifikasi tenaga guru,
serta siswa yang terseleksi sehingga pelaksanadn pembelajaran berjalan dengan
intensitas yang tinggi. Dengan |intensitas pembelajaran yang tinggi itu akan
dihasilkan lulusan yang tinggi mutunya.™

Masalah yang dihadapi \oleh—pihak “Departemeny Agama Kabupaten
Tasikmalaya dalam pengembangdm Madfasah\Mode! ini adalah belum adanya
kriteria yang jelas, baik|dati segi_program,.Ketehdgaan, sarana prasarana,
maupun sumber daya pendidikan lainnya. Meskipun demikian, upaya perintisan
untuk mengembangkan Madrasah Model ini sudah dimulai dengan melengkapi

sumber daya pendidikan pada madrasah yang dipilih. Saat ini, pada MTs Negeri

? Wawancara dengan Kepala Seksi Mapenda Kandepag Kabupaten Tasikmalaya,
H. Syahban Hilal, SH., tanggal 05 Oktober 2004.

” Wawancara dengan Kepala Seksi Mapenda Kandepag Kabupaten Tasikmalaya,
H. Syahban Hilal, SH., tanggat 05 QOktober 2004,
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telah ditetapkan 5 buah dari jumlah 13 keseluruhan, dan pada MAN sebanyak 4
buah dari jumlah 8 keseluruhan.™
Selain mengembangkan Madrasah Model, sebagai gambaran umum
lainnya mengenai kondisi madrasah sebelum diberlakukannya UU Nomor 22
Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah di Kabupaten Tasikmalaya adalah
mengembangkan Madrasah Tsanawiyah Terbuka di lingkungan Pondok
Pesantren. Sebagaimana diketahui bahwa Pondok Pesantren adalah lembaga
pendidikan keagamaan Islam yang tumbuh berkembang di Kabupaten
Tasikmalaya yang telah memberikang)kontribusi nyata dalam menjadikan
Kabupaten Tasikmalaya sebagai''Kota Santri;| Pesantren telah memberikan
andilnya yang besar dalam pembmaan dan pengembangan kehidupan ummat
Islam di Kabupaten Tasikmalaya’/~Fungsi’ ini kelihatannya dapat terus
dipertahankan karena sekarang/ini—-sebagian besaf\pesantren yang ada di
Kabupaten Tasikmalaya telah memiliki satuan pendidikan formal, yang sekarang
disebut jalur pendidikan sekolah) baik ‘yang" bernaung di bawah Departemen
Agama maupun Departemen Pendidikan Nasional.
Meskipun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak santri
yang berumur antara 7-15 tahun (usia wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun)
yang tidak tertampung dalam salah satu wahana wajib belajar pendidikan dasar 9

tahun. Hal ini terjadi karena sebab yang bermacam-macam. Adakalanya

" Wawancara dengan Kepala Seksi Mapenda Kandepag Kabupaten Tasikmalaya,
H. Syahban Hilal, SH., tanggal 05 Oktober 2004.
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disebabkan kesadaran untuk meneruskan pendidikan di SLTP/MTs masih
rendah, adakalanya disebabkan kemampuan ekonomi yang terbatas, dan
adakalanya karena tidak adanya wahana belajar di pesantren yang bersangkutan
atau di sekitarnya.

Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan yang sebagian lokasinya
berada di pedesaan dan para santrinya pun berasal dari daerah pedesaan yang
umumnya berasal dari keluarga ekonomi lemah dan kurang mementingkan
pendidikan umum.

Kenyataan-kenyataan di atas memndorong pihak Departemen Agama
Kabupaten Tasikmalaya untuk mencari jalan keluar agar para santri yang belum
tersalur itu dapat terjangkau dalam-pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9
tahun. Beberapa pilihan dapat dilakukan; antara lain melalui SMP Terbuka,
Kejar Paket B, Ujian Persamaan/SM¥ ,-dan-sebagainya. ~Namun perlu diingat
bahwa pada umumnya, para santri di pesantten lebih merasa dekat dengan
pendidikan di madrasah. W Oleh sebab—itu;~ dif_Kabupaten Tasikmalaya
diselenggarakan Madrasah Tsanawiyah Terbuka di Pondok Pesantren. Pola
penyelenggaraannya mengacu kepada pola penyelenggaraan SMP Terbuka yang
diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional, dengan tambahan ciri

khas agama Islam.”

” Wawancara dengan Kepala Seksi Mapenda Kandepag Kabupaten Tasikmalaya,
H. Syahban Hilal, SH., tanggal 05 Oktober 2004.
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
perkembangan madrasah di Kabupaten Tasikmalaya mengalami pasang-surut
sclama tiga tahun terakhir (1998-2000) sebelum berlakunya Undang-Undang
Otonomi Daerah. Kebijakan pengelolaan madrasah di Kabupaten Tasikmalaya
sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi
Dacerah diserahkan sepenuhnya kepada Departemen Agama Kabupaten
Tasikmalaya, baik teknik ataupun pembinaannya. Sebagai departemen yang
diberikan tanggung jawab dalam pengelolaan madrasah, maka upaya
Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya melakukan upaya-upaya signifikan
dalam meningkatkan mutu pendidikan keagamaan pada madrasah tersebut, di
antaranya melalui program-program seperti: akreditasi madrasah, pembentukan

madrasah model, dan penunjukkan’Madrasah-Fsanawiyah Terbuka.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Telaah Data

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan Bab I bahwa data yang
dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi: (a) data tentang perkembangan
madrasah di Kabupaten Tasikmalaya sebelum terbitnya UU Nomor 22 Tahun
1999 tentang Otonomi Daeral; (b) /data “tentang kebiyjakan Pemerintah
Kabupaten Tasikmalaya dalam pengelolaan ‘madrasah setelah terbitnya UU
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah] dan (¢) data tentang hambatan-
hambatan yang dirasakan dalam  pengelolaan madrasah di Kabupaten
Tasikmalaya setelah terbitnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi
Daerah.

Dalam analisis data, langkah pertama yang dilakukan adalah telah data.
Dalam telaah data ini maksudnya adalah menelaah seluruh data yang tersedia
dar: berbagal sumber, terutama darn hasil wawancara, observasi, dokumentasi
dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap data, diperoleh
gambaran sebagai berikut:

Perkembangan madrasah di Kabupaten Tasikmalaya mengalami pasang-
surut selama tiga tahun terakhir (1998-2000) sebelum berlakunya Undang-

Undang Otonomi Daerah. Kebyakan pengelolaan madrasah di Kabupaten

101
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Tasikmalaya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Otonomi Daerah diserahkan sepenuhnya kepada Departemen Agama
Kabupaten Tasikmalaya, baik teknik ataupun pembinaannya. Sebagai
departemen yang diberikan tanggung jawab dalam pengelolaan madrasah, maka
upaya Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya melakukan upaya-upaya
signifikan dalam meningkatkan mutu pendidikan keagamaan pada madrasah
tersebut, di antaranya melalui program-program seperti: akreditasi madrasah,
pembentukan madrasah model, dan penunjukkan Madrasah Tsanawiyah
Terbuka.”

Kemudian dalam kaitannya; dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten
Tasikmalaya dalam pengelolaan>madrasah setelah terbitnya UU Otonomi
Daerah terdiri dari tiga, yaitu:—kebijakan-tentang anggaran pembangunan
madrasah, kebijakan tentang pengadaan<temaga kependidikan madrasah, dan
kebijakan tentang penetapan honorguru madrasah.”

Dalam kebijakan anggaran’ (pembangunan miadrasah setelah Undang-
Undang Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menetapkan
anggaran pendidikan madrasah masuk ke dalam pos anggaran keagamaan yang

jumlahnya sebesar 4 milyar pada tahun 2004 ini. Namun, untuk anggaran

" Hasil Wawancara dengan Kasi Mapenda Kandepag Kab. Tasikmalaya, H. Syahban
Hilal, SH., tanggal 5 Oktober 2004.

" Hasil Wawancara dengan Kasubag Kesra Setda Kab. Tasikmalaya, Drs. Ading Abdul
Kadir, M.Ag., tanggal 7 Oktober 2004.
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pembangunan gedung madrasah hanya 2 milyar. Sisanya adalah untuk
pengadaan guru madrasah dan untuk honor guru madrasah.”

Di samping itu, kebijakan lainnya adalah dalam hal pengelolaan madrasah
setelah terbitnya Undang-Undang Otonomi Daerah, pihak Pemerintah
Kabupaten Tasikmalaya turut langsung dalam pengelolaan madrasah, baik
dalam pembinaan maupun dalam penatapan anggaran. Dalam hal ini kebijakan
tersebut didelegasikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga
anggaran pendidikan madrasah dititipkan kepada dinas tersebut, bukan kepada
Departemen Agama. Kebijakan tefsebut/berlaku|bagi madrasah swasta yang ada
di Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkansuntuk madrasah negeri diserahkan
sepenuhnya kepada Departemen Agama/®

Dengan adanya kebijakan seperti itu pihak Departemen Agama Kabupaten
Tasikmalaya merasa tidak diakomodif (dilibatkan) ddlam.fenetapkan kebijakan
pengelolaan madrasah, terutama.Swasta/~Padahal selama ini, baik madrasah
negeri maupun swasta berada‘di bawah pembinaan dan'pengelolaan Departemen
Agama. Keinginan Departemen Agama Kabupaten Tasikmaldya sebenarnya
sederhana saja, yaitu bahwa dalam hal penetapan dan implementasi kebijakan
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di lapangan, seyogyanya melibatkan

Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya. Sebab, yang mengetahui kondisi

™ Hasil Wawancara dengan Kadis P & K Kab. Tasikmalaya, Drs. Yayan, tanggal 6
Oktober 2004.

” Hasil Wawancara dengan Kadis P & K Kab. Tasikmalaya, Drs. Yayan, tanggal 6
Oktober 2004.



104
lapangan mengenai madrasah adalah Departemen Agama. Karena Departemen
Agama mempunyai aparat hingga ke daerah.™

Dengan adanya kebijakan tersebut maka timbul problematika dalam
pengelolaan madrasah. Problematika ini sebenarnya berada pada tingkat
penentu kebijakan, yaitu antara Departemen Agama dengan Pemerintah Daerah.
Problematika yang dihadapi adalah tumpang-tindihnya pengelolaan madrasah
dan tidak adanya koordinasi antara dinas terkait,*

Dengan problematika tersebut maka hambatan yang dirasakan dalam
pengelolaan madrasah di Kabupaten JFasikmalaya setelah terbitnya Undang-
Undang Otonomi Daerah adalah sebagat berikut:

1. Kurang dilibatkannya de¢partemen teknis (Departemen Agama) dalam

penetapan anggaran bagi pendidikan madrasah.

2. Belum seimbangnya pemberian<subsidi arggaran antara pendidikan

madrasah dan pendidikangmumé

3. Belum seimbangnyaskewenangan dalam pengelolaan madrasah antara

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Departemen Agama.
Kecenderungannya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lebih dominan

dibandingkan dengan Departemen Agama.

% Hasil Wawancara dengan Kasi Mapenda Kandepag Kab. Tasikmalaya, H. Syahban
Hilal, SH., tanggal 5 Oktober 2004.

* Hasil Wawancara dengan Kepala-kepala Madrasah (M1, MTsN, MAN) di wilayah Kab.
Tasikmalaya, tanggal 8-15 Oktober 2004.
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4. Belum adanya peraturan yang dijadikan pedoman bersama dalam

pengelolaan pendidikan madrasah, sehingga timbul ketidakjelasan
kewenangan dan tanggung jawab di antara dinas dan departemen

terkait.®

B. Reduksi Data

Reduksi data maksudnya adalah membuat abstraksi terhadap data yang

sudah terkumpul dari hasil penelaahan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam

telaah data di atas, bahwa problematika’yang dihadapi dalam pengelolaan

madrasah setelah terbitnya Undang;Undang Otonomi Daerah mencakup hal:

1.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, pengelolaan
madrasah terutama negeri-di Kabupaten Tasikmalaya berada di bawah
pembinaan Departemen Agama RI. Sedangkan Departemen Agama
Kabupaten Tasikmalaya berfungsi sebagai kepanjangan tangan dari
Departemen Agama_ Pusat dalam_hal pengelolaan madrasah, baik
mengenai anggaran pembangunan madrasah, kurikulum, pengadaan
guru, dan sistim penggajian. Problematika yang dihadapi dengan masih
sentralistiknya pengelolaan madrasah sebelum terbitnya Undang-
Undang Otonomi Daerah di antaranya adalah: lambannya

pembangunan fisik madrasah, tidak berkembangnya peningkatan mutu

* Hasil Wawancara dengan Kepala-kepala Madrasah (MI, MTsN, MAN) di wilayah Kab.
Tasikmalaya, tanggal 8-15 Oktober 2004.
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pendidikan madrasah, lambatnya percepatan pengadaan guru
madrasah.

. Sebelum berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, peran
Pemerintah Daerah dan Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten
Tasikmalaya adalah sebagai mitra kerja yang tidak mempunyai
kewenangan turut mengatur pengelolaan madrasah. Problematikanya
adalah bantuan Pemerintah Daerah dalam pengembangan madrasah
kurang maksimal.

. Perkembangan madrasah sebelum”  berlakunya Undang-Undang
Otonomi Daerah di Kabupaten Tasikmalaya mengalami pasang surut.
Namun kecenderungannya kurang berkembang, terutama dalam hal
perkembangan jumlah madrasah dan kualitas pendidikan madrasah.

. Kebyjakan Pemerintah/ Daerah, .Kabupaten . Tasikmalaya setelah
keluarnya Undang-Undang/ OtenomiiDaerah mencakup tiga aspek,
yaitu: kebiyakan | pénetapan.anggaran, Dkebijakan pengadaan tenaga
kependidikan, dan kebijakan honor guru madrasah. Problematikanya
adalah Pemerintah Daerah kurang mengakomodir Departemen Agama
sebagai departemen induk dalam pengelolaan madrasah. Di samping
itu, belum adanya model yang jelas dalam pengelolaan madrasah,
apakah masih sentralistik, atau otonomi murni, ataukah model lain

seperti semi otonomi.
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5. Hambatan yang dialami oleh para pengelola madrasah di Kabupaten

Tasikmalaya setelah terbitnya Undang-Undang Otonomi Daerah
adalah belum adanya payung hukum atau Peraturan Daerah mengenai
petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan madrasah,
terutama berkaitan dengan tugas dan wewenang masing-masing dinas
instansi yang terlibat di dalam pengelolaan madrasah tersebut, yaitu

Depag, Depdiknas, dan Pemkab.”

C. Kategorisari

Kategorisasi maksudnya |adalahy pengelompokkan data berdasarkan

rumusan masalah penelitian. Berkenaan dengan hal tersebut, maka sebagaimana

telah dibahas dalam telaah data:dan reduksi data, pembahasan mengenai

kategorisasi data adalah sebagai berikut:

i

Perkembangan madrasah = sebelum | berlakunya Undang-Undang
Otonomi Daerah mengalami pasang surut. Hal ini seiring dengan
kebijakan pengelolaan madrasah masih bersifat sentralistik, vyaitu
seluruh madrasah baik negeri maupun swasta berada di bawah
pengelolaan Departemen Agama Pusat.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya setelah keluarnya

Undang-Undang Otonomi Daerah terhadap madrasah negeri adalah

%3 Hasil Wawancara dengan Kepala-kepala Madrasah (MI, MTsN, MAN) di wilayah Kab.
Tasikmalaya, tanggal 8-15 Oktober 2004.
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sepenuhnya diserahkan kepada Departemen Agama. Pihak Pemerintah
Daerah hanya turut mengelola madrasah swasta. Bentuk kebijakannya
meliputi: kebijakan pengadaan anggaran (APBD) untuk madrasah,
pengadaan tenaga kependidikan madrasah, dan bantuan bagi honor
guru madrasah.

3. Hambatan yang dihadap:i dalam pengelolaan madrasah di Kabupaten
Tasikmalaya setelah terbitnya Undang-Undang Otonomi Daerah adalah
berkaitan dengan sistim _pengelolaannya, terutama dirasakan oleh
pengelola madrasah swasta. Sebab, dengan terbitnya Undang-Undang
Otonomi Daerah tersebut; pihak Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
melalui Dinas Pendidikan-dan Kebudayaan melakukan intervensi dalam
pengelolaan madrasah, seperti pengadaan guru madrasah, pemberian
anggaran pembangunan/fisik madrasah, dan, pemberian honor guru
madrasah. Hal itu sebefiarnyatidak\menjadi masalah apabila dalam
pelaksanaannya | melibatkan, “D¢partemen\, Agama Kabupaten

Tasikmalaya sebagai instansi induk dari madrasah tersebut.*

D. Penafsiran Data
Berdasarkan hasil telaah data, reduksi data dan kategorisasi data, maka data

dalam penelitian ini dapat ditafsirkan sebagai berikut;

™ Hasil Wawancara dengan Kepala-kepala Madrasah (MI, MTsN, MAN) di wilayah Kab.
Tasikmalaya, tanggal 8-15 Oktober 2004.
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Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah atau dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah
secara intensif sudah diglindingkan sejak tahun 2000 yang lalu. Inti dari undang-
undang tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR Nomor
XV/MPR/1998 adalah bahwa MPR sebagai lembaga negara tertinggi
mengamanatkan kepada Presiden untuk menyelenggarakan otonomi daerah
yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Kewenangan otonomi yang luas dimaksudkan untuk memberikan
keleluasaan kepada daerah untdkl memgatur fumah tangga pemerintahannya
sendiri yang di dalamnya mencakup ‘kewenangan semua bidang pemerintahan,
kecuali kewenangan di bidang|politik\\luar> negeri, pertahanan keamanan,
peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang
akan ditetapkan dengan’ Petaturan Pemerintah. | Didsamping itu keleluasaan
otonomi mencakup pula kewenangan' yang utuh dan bulat dalam
penyelenggaraan, mulai| | dari/ ‘perencanaan,) | pelaksanaan, pengawasan,
pengendalian dan evaluasi.

Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan
Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dibidang tertentu
yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di
Daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab

adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian
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hak dan kewenangan kepada Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang
harus dipikul Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik,
pengembangan kehiudpan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta
pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah, serta antara
Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi, inti daripada otonomi daerah sebagaimana dikehendaki oleh UU
Nomor 22 Tahun 1999 adalah pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah
dalam rangka meningkatkan kes€jahtefaan masyarakat di Daerah. Tujuan
sepertl itu tentu saja sangat mulial Oleh kareéna’itu, para pimpinan Daerah mulai
berbenah diri dalam mensikapi pemberlakuan undang-undang tersebut.

Pelaksanaan Undang-Undang ‘Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi
Daerah di Kabupaten|dan Kotaterfiyatatberbeda-beda dari segi waktunya. Di
Kabupaten Tasikmalaya, pembetiakuan—Undang-Undang Otonomi Daerah
secara efektif dimulai sejak tahun/2001. “Hal'iti>dibuktikan dengan dimulainya
penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Tasikmalaya 2001-2005.
Melalui Renstra tersebut disusunlah visi dan misi serta indikator
pencapaiannya.®’

Sebagaimana diketahui, bahwa visi Kabupaten Tasikmalaya dalam Renstra

2001-2005 adalah: “Kabupaten Tasikmalaya yang religius/Islami dengan

* Hasil Wawancara dengan Kasubag Kesra Setda Kab. Tasikmalaya, Drs. Ading Abdul
Kodir, M.Ag., tanggal 7 Oktober 2004.
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didukung oleh sumberdaya yang dimiliki, mampu menempatkan dirit menjadi
kabupaten yang maju dan sejahtera di Jawa Barat Tahun 2010”. Adapun misi
Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan
toleran.

2. Memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah serta mewujudkan
pemerintahan yang baik dan bersih.

3. Mewujudkan pembangunan daerah melalui pemberdayaan masyarakat.

4. Mewujudkan pertumbuhan dan‘perkembangan ekonomi daerah.

5. Mewujudkan penataan ruang “wdan péngelolaanm pertanahan yang
berkesinambungan dan berwawasan lingkungan.*

Salah satu kebijakan Pemerintah'Kabupaten Tasikmalaya dalam kaitannya
dengan pengembangan pendidikan-madrasah ' adaldh, berdasarkan pada misi
pertama, yaitu: “Mewujudkan sumberdaya'manasia yang berkualitas, berakhlak
mulia, dan toleran”.*

Salah satu tujuan pencapaian misi mewujudkan sumber daya manusia yang
berkualitas, berakhlak mulia dan toleran, dalam kaitannya dengan kebijakan
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang berkaitan dengan pengelolaan

madrasah adalah: “Meningkatkan sumber daya manusia yang beriman,

% Hasil Studi Dokumentasi Renstra Pemkab Tasikmalaya, tanggal 5 Oktober 2004.

* Hasil Studi Dokumentasi Renstra Pemkab Tasikmalaya, tanggal 5 Oktober 2004.
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bertakwa, sehat, mandiri, memiliki etos kerja yang tinggi, berdisiplin, dan
berbudaya”.*®

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut di antaranya adalah:

1. Tersedianya lembaga pendidikan di setiap jenis dan jenjang baik jalur
pendidikan sekolah maupun luar sekolah yang merata dan seimbang,
serta pelestarian budaya daerah di seluruh wilayah Kabupaten
Tasikmalaya dengan indikator pencapaian sasaran meliputi:

a. Rasio siswa terhadap ruang kelas

b. Rasio rombongan belajar teshadap ruang kelas
c. Rasio rombongan belajar terhadap guru

d. Jumlah dan aktivitas sanggar seni

2. Tercapainya Wajib Belajar‘Pendidikan Dasar 9 tahun dengan indikator
pencapaian sasaranmeliputi:

a. Angka partisipasi sekolah tiap-tiap jenjang pendidikan
b. Angke Melek Huruf (AMH)
c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)®

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kebijakan Pemerintah Daerah

dalam kaitannya dengan pengelolaan madrasah adalah: “Memberdayakan

lembaga pendidikan sekolah dan luar sekolah”. Dengan kebijakan ini, maka

# Hasil Studi Dokumentasi Renstra Pemkab Tasikmalaya, tanggal 5 Oktober 2004.

* Hasil Studi Dokumentasi Renstra Pemkab Tasikmalaya, tanggal 5 Oktober 2004.
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dalam kaitannya dengan pengeiolaan dan pengembangan madrasah, pihak

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini Bupati, telah

mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 421.2/Kop.326A/So0s/2001

tentang Persyaratan Memasuki Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (M)

dan Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di

Kabupaten Tasikmalaya.™

Keputusan Bupati tersebut berisi lima butir keputusan sebagai berikut:

1.

Bagi anak-anak usia pra-sekolah yang beragama Islam yang akan
memasuki pendidikan [FingkathSekolah Dasar (SD/MI atau yang
sederajat) diharuskan sudah memiliki kemampuan membaca Al-Qur’an.
Kepada para siswa SD | dan SLTP yang ebragama Islam diharuskan

untuk mengikuti pendiidkan‘Sekolah Diniyah (‘Ula dan Wustha’).

. Bagi anak-angk yang ‘ebragama<Islam yang- telah lulus pada tingkat

pendidikan Sekolah Dasar [(SD/MI1‘atau yang sederajat) yang akan
melanjutkan ke sekolah I'anjutan Tingkat/Pertama (SLTP/MTs atau
yang sederajat) diharuskan sudah memiliki sertifikat/STTB/Ijazah
Madrasah Diniyah Awaliyah.

Pembinaan secara teknis dalam pelaksanaan diktum pertama (1) dan
kedua (2) keputusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya.

* Hasil Wawancara dengan Kasubag Kesra Setda Kab. Tasikmalaya, Drs. Ading Abdul
Kodir, M.Ag., tanggal 7 Oktober 2004.
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5. Hasil pelaksanaan pembinaan tersebut pada diktum ketiga (3)
ditaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati
Tasikmalaya.”

Berdasarkan Keputusan Bupati itulah, maka kebijakan pengelolaan
madrasah di Kabupaten Tasikmalaya diserahkan kepada dinas dan departemen
teknis, yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Departemen Agama
Kabupaten Tasikmalaya. Kebijakannya meliputi: pengalokasian anggaran
pembangunan sarana dan prasarana belajar_mengajar, bantuan honor guru
madrasah, dan bantuan tenaga guru henorer “Namun, dalam pelaksanaannya
hingga saat ini, kebijakan tersebutiumasth ‘belum berjalan secara optimal
sebagaimana diharapkan, terutama dalam'kaitannya dengan kewenangan dinas
instansi yang ditunjuk. Sementara “ini~kewenangan pengelolaan terutama
anggaran masih dikendalikan eleh“Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta
Pemerintah Daerah, sedangkan [Départenien Agama sendiri “kurang” dilibatkan
dalam penyusunan anggaran.“Qleh karena itli; kébijakan ini sepertinya tumpang-
tindih, pada satu sisi madrasah merupakan lembaga pendidikan agama yang
secara teknis dibawah pembinaan dan pengendalian Departemen Agama, akan
tetapi pada sisi lain dalam penetapan anggaran sarana prasarana serta penetapan
bantuan honor guru madrasah masih dikendalikan oleh Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan serta Pemerintah Daerah (Bagian Sosial/Bagian Kesra).

*! Hasil Wawancara dengan Kasubag Kesra Setda Kab. Tasikmalaya, Drs. Ading Abdul
Kodir, M.Ag., tanggal 7 Oktober 2004.
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Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu, bahwa
pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah di Kabupaten Tasikmalaya
secara efektif dimulai sejak tahun 2001 seiring dengan keluarnya Perda Nomor 3
Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya tahun 2001-
2005.

Selama kurun wakatu tahun 2001 hingga tahun 2004 sekarang, perjalanan
Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 belum secara
keseluruhan dapat dilaksanakan, terutama yang berkaitan dengan masalah
pengelolaan pendidikan madrasah:< Masih banyak masalah yang dihadapi dalam
pelaksanaan otonomi daerah dibidang pendidikan madrasah tersebut, di
antaranya adalah belum optimalnya/\mekanisme pengelolaan pendidikan
madrasah ditingkat dinas dan departéemen terkait.

Sebagaimana telah) dibahas/ dalamr<pembahasdn) térdahulu, maka dapat
diketahui bahwa pengelolaan pendidikan‘madrtasah di Kabupaten Tasikmalaya
sebelum diberlakukannya |Undang-Undang "Otonemi-Raerah adalah dilakukan
oleh Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya secara penuh.

Kemudian, pada tahun 2001 mulailah diberlakukan secara efektif Undang-
Undang Otonomi Daerah, termasuk di dalamnya menyangkut masalah
pengelolaan madrasah. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, maka

pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan kebijakan
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bahwa yang mengelola pendidikan madrasah adalah Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan serta Departemen Agama.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam kaitannya
dengan pendidikan madrasah mencakup:

1. Kebijakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan madrasah

2. Kebijakan pengadaan guru-guru honorer/guru bantu madrasah

3. Kebijakan pemberian subsidi bagi honor guru honorer madrasah™

Namun, sebagaimana telah dijelaskan di atas, kebijjakan-kebijakan tersebut
belum secara optimal dilaksanakan. Sebab, ‘dalam perjalanannya, kebijakan-
kebijakan Pemerintah Daerah tersebut pada akhirnya menimbulkan persoalan
tersendiri. Hambatan utama yang /dihadapi| di antaranya adalah karena
keterbatasan anggaran, belum -adanya/-aturan mengenai petunjuk teknis
pelaksanaan pembinaan,)dan belum-adanya-good will, seeara sungguh-sungguh
dari Pemerintah Daerah dalam pengelolaan‘pendidikan madrasah.”

Padahal di dalam Undang-Uddang\Republik Iadonesia Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidkan Nasional telah dijelaskan mengenai tanggung
jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pendidikan, khususnya pendidikan
madrasah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) dan {2) yang

menyatakan sebagai berikut:

*2 Hasil Wawancara dengan Kasubag Kesra Setda Kab. Tasikmalaya, Drs. Ading Abdut
Kodir, M.Ag., tangga! 7 Oktober 2004.

* Hasit Wawancara dengan Kepala-kepala Madrasah (MI, MTsN, MAN) di wilayah Kab.
Tasikmalaya, tanggal 8-15 Oktober 2004.
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(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan
kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang
bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana
guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang
berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Dengan ketentuan tersebut berarti Pemerintah Daerah melalui otonomi
daerahnya dalam menyelenggarakan pendidikan dan memberikan dana
pendidikan, termasuk madrasah haruslah seimbang, tanpa adanya diskriminasi
anggaran. Sebab, menurut UUSPN Nemor20-Tahun 2003 tersebut, pendidikan
madrasah termasuk ke dalam sistém pendidikan nasional dengan jalur, jenjang
dan jenis pendidikan yang sudah diakui-

Sebagaimana dijelaskan dalam—Pasal~15:" /'Jenis ‘pendidikan mencakup
pendidikan umum, kejuruan, | akademik), profesi, vokasi, keagamaan, dan
khusus”. Kemudian dalam pasal 17 ayat(2)-dijelaskan\pula bahwa: “Pendidikan
dasr berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk
lalin yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah
Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat”. Di samping itu dalam
pasal 18 ayat (3) ditegaskan: “Pendidikan menengah berbentuk Sekolah

Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan
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(SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang
sederajat”.

Dengan demikian sebenarnya menurut aturan perundang-undangan
sebagaimana tercantum dalam UUSPN Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan
madrasah berkedudukan sama dengan pendidikan umum formal lainnya. Atas
dasar itu seyogyanya dalam pelaksanaannya di lapangan tidak boleh terjadi
diskriminasi.

Persoalan-persoalan yang masih dihadapi dalam pengelolaan pendidikan
madrasah setelah terbitnya UU Qtonomi,Daerah di Kabupaten Tasikmalaya di
antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kurang dilibatkannya departemen teknis (Departemen Agama) dalam

penetapan anggaran bagi pendidikan‘madrasah.

2. Belum seimbangnya pemberian.stbsidi dnggaran antara pendidikan

madrasah dan pendidikan-umumy

3. Belum seimbangnya\kewefangan dalam,pengelolaan madrasah antara

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Departemen Agama.
Kecenderungannya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lebih dominan
dibandingkan dengan Departemen Agama.

4. Belum adanya peraturan yang dijadikan pedoman bersama dalam

pengelolaan pendidikan madrasah, sehingga timbul ketidakjelasan
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kewenangan dan tanggung jawab di antara dinas dan departemen
terkait.™

Memang, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sendiri telah
mengeluarkan berbagai macam kebijakan dalam kaitannya dengan pengelolaan
pendidikan madrasah, di antaranya adalah:

1. Kebijakan pengadaan sarana prasarana

2. Kebijakan pengadaan guru honorer madrasah

3. Kebijakan pemberian subsidi anggaran bagi honor guru bantu

Belum optimalnya pengelolaan peadidikan madrasah setelah terbitnya UU
Otonomi Daerah di Kabupaten Tasikmalaya, pada dasarnya disebabkan karena
minimnya anggaran yang dimilikiboleh pemerintah setempat. Di samping itu,
belum adanya koordinasi yang inténsif-dan efektif antara Pemerintah Daerah,
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;=s¢rta, Departcmen Agama, dalam
pengelolaan pendidikan madrasah; sehingga\masing-masing dinas instansi terkait
belum padu dalam melaksanakan kébijakannya

Berdasarkan uraian itulah, dalam perbaikan di masa mendatang, khususnya
dalam hal pengelolaan pendidikan madrasah agar dapat berjalan dengan
seimbang dan tidak diskriminatif antara Departemen Agama, Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, maka

! Hasil Wawancara dengan Kepala-kepala Madrasah (MI, MTsN, MAN) di wilayah Kab.
Tasikmalaya, tanggal 8-15 Oktober 2004.

% Hasi! Wawancara dengan Kepala-kepala Madrasah (MI, MTsN, MAN) di wilayah Kab.
Tasikmalaya, tanggal 8-15 Oktober 2004,
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diperlukan adanya aturan main berupa Peraturan Daerah atau sermacam
Keputusan Bupati tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Madrasah
di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan pedoman tersebut diharapkan adanya
kejelasan kewenangan antara ketiga instansi terkait tersebut. (Draft usulanya
dilampirkan).

Pada sisi lain, Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya sebagai instansi
induk dari madrasah itu sendiri dapat mengambil kebijakan tersendiri sesual
dengan kewenangannya. Sebab, scbagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999, bahwa,masaldah agama tidak termasuk yang
diotonomikan. Namun pada sisi|lain, peadidikan madrasah termasuk ke dalam
kategori bidang pendidikan, sehingga dalam kerangka otonomi daerah, maka
Pemerintah Daerah berwenang pulaikut mengatur.

Menurut hemat| penulis)\ sebaiknya “pendidikan ““madrasah ini harus
berbentuk semi otonomi. Artinya,;-Departémen Agama Kabupaten menyerahkan
sepenuhnya kepada Pemerintah Daérah Kabupaten Tasikmalaya secara otonom.
Namun, otonomi pendidikan madrasah tidak langsung menghilangkan
kewenangan Departemen Agama dalam pengelolaannya. Dengan kata lain,
kendatipun pengelolaan pendidikan madrasah diserahkan kepada Pemerintah
Daerah secara otonom, tetapi dalam hal pembinaan teknis, termasuk penetapan
kurikulum dan peningkatan mutu madrasah, sepenuhnya diserahkan kepada

Departemen Agama.
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Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan pendidikan
madrasah dari Departemen Agama kepada Pemerintah Daerah, maka akan
diperolch berbagai macam keuntungan. Akan tetapi pelimpahan kewenangan itu
disyaratkan agar kelembagaan yang mengelola pendidikan dan personel
madrasah yang kini berada di Kantor Departemen Agama mempunyail
distinctive competence dalam keilmuan yang diperlukan bagi pengembangan
madrasah. Di samping itu, personel Kandepag juga memiliki profesional
leadership skill yang memadai. Pada sisi lain, personel-personel di Pemerintah
Daerah Kabupaten Tasikmalaya juga memiliki |kemampuan, pemahaman dan
skill tentang pendidikan madrasah Jang meémadai dalam menyahuti tantangan ke
depan dan mampu memahami daf menyerap persoalan di bawah (kemampuan
mendengar dan menyerap pikiran dari’bawah).

Adapun keuntungany adanya— pelimpahan~ Kewenangan pengelolaan
pendidikan madrasah dari Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya-adalah sébagai berikut:

1. Madrasah menjadi bagian dari sistem pendidikan, dan dengan pengakuan
tersebut madrasah akan mendapat perlakuan yang sama dengan seckolah-
sekolah lainnya di berbagai tingkatan. Perlakuan diskriminatif yang dicirikan
oleh alokasi dana pemerintah untuk pembinaan dan pengembangan
pendidikan madrasah selama ini dapat dihindarkan. Madrasah telah diakui

sama dengan sekolah-sekolah yang kini berada dalam navangan Depdikbud.
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2. Kepala Madrasah dan guru dapat mengembangkan sumber daya yang ada
dan mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan dan eprsoalan masyarakat
terhadap madrasah dapat secara langsung diserap oleh pihak madrasah
melalui forum-forum yang ada dalam masyarakat. Revisi terhadap program
yang telah dirancang dapat dilakukan segera dan persoalan yang mengkait
masyarakat dengan sekolah atau masyarakat sekolah dengan suprastruktur
dapat ditangani karena struktur yang ada sangat pendek (debirokratisasi).

3. lklim akademik dapat tumbuh dan berkembang dengan adanya kebebasan
sekolah dalam mengembangkan program dan sumber. Masyarakat dapat
secara langsung memberikan saran, kritik serta usulan kepada sekolah dan
supra struktur sekolah.

4. Madrasah dapat | méngérmbangkan ) eleémenrelemefi yang ada dalam
masyarakat untuk kepentingar‘peningkétan\mutu secara berkesinambungan.

5. Fokus pembinaan yang s€lama )ini [€bik_merekankan pada petsoalan
administratif minimal dapat ditekan. Performansi akademik dan watak dari
suatu madrasah merupakan isu vang disepakati dan harus mendapatkan
perhatian dari seluruh pihak.

Kelima poin usulan adanya semi otonomi terhadap pengelolaan pendidikan
madrasah sebagaimana tersebut di atas memiliki keunggulan tersendiri. Namun,

jika pilihan yang diambil adalah melimpahkan kewenangan pengelolaan
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pendidikan madrasah dari Departemen Agama kepada Pemerintah Daerah,
maka resiko yang akan diakibatkan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Departemen Agama akan kehilangan sasaran binaan kelembagaan
pendidikan. Dengan demikian peran Departemen Agama hanya sebatas
bidang agama seperti haji, ZIS, nikah, cerai dan rujuk dan hubungan
antarumat beragama. Hal ini untuk kepentingan ad hoc kurang
menguntungkan.

2. Beberapa tenaga yang baik dan merupakan hasil kegiatan Departemen
Agama akan dimanfaatkan oleh pihak:lain. “Hal ini dapat dipahami sebagai
kerugian apabila dilihat dari konteks @ Aoc. Namun apabila dilihat dar
konteks yang lebih jauh belum tentu demikian.

3. Kekhawatiran akan adanya reduksi pendidikan agama di sekolah-sekolah
umum atau pengurangan peran akan muncul di kalangan umat dan apabila
ini ditanggapi secata efndsidnal konflik diimasyarakatakan terjadi. Hal ini
juga dapat menjadi kenyataan-manakala aturan-aturan yang disepakati tidak
dipatuhi oleh semua pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan
pendidikan madrasah.

Dari berbagai keunggulan dan kekurangan serta resiko yang akan dihadapi
apabila pendidikan madrasah dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah,
maka dalam kerangka otonomi daerah seperti di Kabupaten Tasikmalaya,
pengelolaan pendidikan madrasah belum bisa sepenuhnya diserahkan kepada
Pemerintah Daerah. Artinya, pada masa depan, pengelolaan pendidikan

madrasah mesti semi otonomi dengan melibatkan ketiga dinas instansi terkait.
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Keterlibatan ketiga instansi terkait dalam pengelolaan pendidikan madrasah
sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan mutu. Tinggal persoalannya
adalah bagaimana mengatur tiga instansi terkait tersebut dengan aturan
pembagian tugas yang jelas. Dalam hal ini Departemen Agama scbagai
departemen teknis inti yang bertugas menyelenggarakan pendidikan madrasah
dalam hal penetapan kurikulum dan evaluasi. Sedangkan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan bertugas membina peningkatan kualitas pendidikannya. Adapun
Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan anggaran untuk membangun
sarana dan prasarana pendidikan 'madrasah.7 Dengan cara demikian, maka
diharapkan kualitas pendidikan madrasali dii Kabupaten Tasikmalaya akan
meningkat. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan madrasah, maka secara
otomatis visi misi Kabupaten Tasikmalaya yang religius/Islami akan mudah

terwujud.
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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian tentang problematika pengelolaan

pendidikan madrasah setelah terbinya UU Otonomi Daerah di Kabupaten

Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang, Otonomi Daerah Nomor 22
Tahun 1999 di Kabupaten Tasikmalaya, pengelolaan pendidikan madrasah
sepenuhnya berada di tangan Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya,
mulai dari pengeloaan kurikulum, pengadaan guru-guru, pengadaan sarana
dan prasarana, hingga penggajian. Selama itu perkembangan pendidikan
madrasah sangat béfgantung kepada program dan proyek dari Departemen
Agama Pusat, sehingga jika proyek meningkat, maka madrasah mengalami
peningkatan dalam berbagai aspeknya.  Sebaliknya, jika proyek tidak ada

atau berkurang, maka kondisi madrasah berjalan di tempat.

. Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 mulai berlaku

secara efektif di Kabupaten Tasikmalaya sejak tahun 2001 seiring dengan
keluarnya Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten
Tasikamlaya 2001-2005. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam kaitannya

dengan pengelolaan pendidikan madrasah mencakup tiga hal, yaitu:
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kebijakan tentang pengadaan sarana prasarana, kcbijakan pengadaan gury
honorer madrasah, dan kebijakan pemberian subsidi anggaran bagi honor
guru bantu.

3. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang pengelolaan
pendidikan madrasah menimbulkan persoalan tersendiri, di antaranya yaitu:
Kurang dilibatkannya departemen teknis (Departemen Agama) dalam
penetapan anggaran bagi pendidikan madrasah, belum seimbangnya
pemberian subsidi anggaran antara pendidikan madrasah dan pendidikan
umum, belum seimbangnya kewenangan dalam pengelolaan madrasah antara
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.denganDepartemen Agama. Semua itu
disebabkan karena keterbatasan-anggaran pendidikan serta belum munculnya

good will pimpinan daerah dalam’pengembangan madrasah.

B. Saran-saran
Mengingat masih adanya persoalan_yang dihadapi dalam pengelolaan
pendidikan madrasah setelah terbitnya Undang-Undang Otonomi Daerah di
Kabupaten Tasikmalaya, maka dalam upaya pencapaian visi misi Kabupaten
Tasikmalaya yang Religius Islami, dan sckaligus meningkatkan mutu pendidikan
madrasah di kabupaten tersebut, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:
1. Perlu adanya aturan baku yang mengatur secara khusus mengenai pembagian
kewenangan dalam pengelolaan pendidikan madrasah antara Departemen

Agama Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan



127
Pemeriniah Kabupaten Tasikmalaya. Dengan keputusan bersama tersebut
akan jelas arah pengelolaan madrasah.
. Perlu adanya upaya Pemerintah Daerah dan Departemen Agama Kabupaten
Tasikmalaya mengupayakan peningkatan anggaran pendidikan madrasah,
yaitu dengan cara membuat kesepakatan antara kedua instansi mengenai

penggalian sumber dana pendidikan madrasah.
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PEDOMAN WAWANCARA

Sejak kapan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun {999
tentang Otonomi Daerah di Kabupaien Tasikinalaya?

. Bagaimana kondisi perkembangan pendidikan madrasah di Kabupaten
Tasikmalaya sebetum terbitmya Undang-Uadang Nomor 22 Tanuno 1999
tentang Otonomi Daerah?

. Apa saja kebijakan Pemerintalt Dacrain Kabupaien Tasikmalaya techadap
pendidikan madrasah?

Hambatan-hambatan apa saja (yang dinadapi\daiam pengeiolaan pendidikan
madrasalt pasca otonomi daerahtahiin 19997

. Apa saja solusi dalam menghadgpidmtbatai-tiainbaian i€iscoui di aids?



